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ABSTRAK

Nama : RRENDANG WAHYUNINGSIH
Program Studi  : 6706176965
Judul : Tinjsuan Pencatatsn KelahiranTerhadap Anask Luar

Kawin Setefalt Berlakunya Undaspg-Undang No. 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pencatatan kelahimn pada hakekatmya merapekan bagian awal dari
tanggung jawab orang ts, kelvarga dan pegara dalam kesclurchan proses
kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan ammk. Permasalahsn
yang sering timbul dalam hal ini adalab tentang anak di luar kawin, pencantuman
namas ayah dan stigmatisasi pencentuinan anak luar nikah. Pokok permasalahan
yang dibahas dalam tesis ini adalah Sejach mana pencatatan kelahiran terbadap
anak luar kawin telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun
2006 kemudian pemmasalahan yang kedua adalab bapaimanakabh bentuk
peloksanasn  pencatatan kelahiren sekarang dibandingkan sebelum  adanya
pembabharuan dalam Undang-Undang No23 Tahun 2006, Permesalaban yang
terakhir bagaimanakab bentuk Implementast Undapg-Undang No.23 Tahon 2006
gecara konkret khususnya di wilayah Kotamadya Depok. Metode penclitian yang
digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Metode Kualitatif yang
menggabungkan peneliian Kepustakaan dan penclitian Lapangan. Pepclitian
kepustakazn yang bersifat vuridis normafif yang merupakan data primer dan
didukung oleh Penclitian Lapangsn melalui wawancara dan pengumpulan data di
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok serta bahan-
bahan lain vang mendukung penelitian. sedangkan tipologi penelitian yang
digunakan adalah evaluatif. Metode analisis data delam peaulisen tesis ini adalah
kualitatif, dengan demikian hasil penelitian ini berbentuk evaluatif analitis, Pasal
43 Undang-Undang Neo. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: (1)Anak yang
dilahirkan di fuar perkawinan hanya mempunyal hubungan perdata dengan ibunya
dan kelvarga ibunya (2)Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan
diatur dalam Peraturan Pemerintah. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 teniang
Kependudukan telah memberikan penghargaan atau penguatan terhadap status
anak. Serta memperbaiki kelemahan-kelernahan yang adz pada Undang-Undang
sebelumnya, Pengustan hukum status anak tersebut akan memberikan kekuatan
hukum bagi sang anak terutamsa pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum
perdata meski hak mewaris Anak luar nikah tidak diater datam Undang-Undang
ini. Sosialisasi dan pembuatan Peraturan petunjuk pelaksansannya akan sangat
merbantu efektifitas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 ini schingga dapat
dijadikan acuan sebagai dasar keputusan pengadilan untuk mengambil keputusan
terbadap status hukum anak luar nikah.

Kata Kunci ; Pencatatan Kelohiran, dnak luar Kawin, UU No, 23 Thn 2006
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ABSTRACT

Name : RRENDANG WAHYUNINGSIH
Program Study : 0706176963
Title : Birth Recording Obygervation to Ilegitimated

Children After The Implementation of Regulation No
Z3 Years 2006 about Civilization Administration,

Recording the birth of the substance is part of the responsibility of parents, family
and country in the entire process of Hfe, development and the profection of
children. In addition, the problems of illegitimated children, inclusion and the
name of the father stigmatization inclusion slegitimated child. Main issues
discussed in this thesis is the Will of recording the birth of children marrying
outside meet elements -~ elernents in the Law no 23 of 2006, and then the second
problem is how the form of recording the birth now than before the update in the
law na, 23 in 2006, And the problems that the last result if there are laws apainst
recording the birth of a llegitimated child by the Act no.23 of 2006, Research
methods used in the writing of this thesis is the literature of juridical normative,
while the typology study used are evaluatif. This study uses secondary data
Method of data analysis in this thesis is qualitative, so the results of this research
evaluatif analytical form. Article 43 of Law No. 1 of 1974 explains that: (1)
Hiegitimated Children only have civil relationship with his mother and hiy
mother's family (2} The position of the child, paragraph (1) above was stipulated
in Government Regulation. Act No. 23 of 2006 on the residence or has given the
award of the status of the child. And improve the weakuesses in the law before.
Strengthening the legal status of the child will give legal force to the children,
especially on matters related to civil law rights despite will illegitimated children
is pot stipulated in this law Socialization and the making of Regulations
instructions will help the effectiveness of Law No. 23 in 2006 so that this can be a
reference as 3 basis for taking a decision the court decision against the legal status
of the illegemated child.

Keyword : Birth Recording, Hlegemated Children, Ul No. 23 Yr. 2006
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Masalah

Kelahiran, kematian dan perkawinan adalah tiga peristiwa hukum yang
sangat penting pada setizp dint manusia, Hukum hares memfasilitasi karena
berhubungan dengan perliodungan hak pada setiap dirl individu, bal ini berkaitan
bahwa bukum mempunyai fupgsi yang ideal unfuk memberikan perlindungan
kepada masyarakat. Negara merjadi pelindung atas peristiwa-peristiwa hukum
ferschut. Bapi suatu negara dan banpsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya
Undang-Undang Perkawinan nasional yang sekaligus menampung prissip-prinsip
dan memberikan landasan hukum perkawinan vang selama ini menjadi pegangan
dan berlaku bagl berbagai golongan dalam masyarakat kita Sebelum digunakan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk setisp golongan
dan dacrah digunakan hukum yang berbeda-beda yaitu bagi orang Indonesia asli
vang beragama Islam diguoakan hukum agama vaog telah direvisikan dalam
hukum adat, sedangken bagi yang lainnya berlaku hukum adat, bagi orang
Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Hwwelifks Ordonmantic Cristen
Indonesia {S.1933 Nomor 74); bagi orang timur asing Cina dan Warge Negara
Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dengan sedikit perubaban dan begi orang timur asing lainnya
berlaku hukum adat mereka,

Peraturan hukum yang sekarasng ini berlaku dif Indonesia adalah Undang-
Undang Perkawinan Norror 1 Tahun 1974 dan khusus bagi vang beragama Islam
juga dapat menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ini dijadikan pedaman bagi
peraturan hukum dalam menjalankan tugasnya unfuk memecahkan masalah vang
timbul mengenai perkawinan.

UNIVERSITAS INDONESIA
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Saat ini, kondisi sosial di masyarakal sudsh jauh berbeda. Perbedaan-
perbedaan yang ada di masyarakat tidak boleh lagi menjadi dasar perbedaan
perlakuan bagt warganegaranya karena petlakuan tersebut melanggsr pilai-nilai
dalam UUD 1945 dan melawan hukum (HAM) sehinggs diskriminatif. Negara
tidak  boleh membuat peraturan  yang  diskciminatif  (berdasarkan
agama’kepercayaan/golongan) karena bisa mencipiakan ketidakpastian hukum.
Negara seharusoya melakukan pembarvan-pembaruan yang harmonis dengan
dinamika hukum., Dengan cara inilal, tercipta keadilan dan kepastian hukum.
Sudsh saatnya negara mengakomodir perkawinan di Iuar perkawinan seagama
karena perkawinan merupakan hak setiap orang, Negara cukup mencatatkan
perkawinan fersebut demi perlindungan bukum, baik bagi pihak perempuan
schagai istri atau anak. Jadi, tidak ada lagi alasan bahwa perkawinan di bawah
tangan sangat merugikan kaum perempuan dan anak. Justru, negara harus
bertindak. Apabila memang perkawinan tersebut bisa merngikan kaum perempuan
dan anak, maka negara wajib melindungi dengan cara mewajibkan perkawinan di
bawah tangan atav perkawinan beda-agama untuk dicatatkan.

i dalam Undang - Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 2 ayat 2 menyaigkan tiap-tiap perkawinan dicatai menurut peraturan
perundang-undangan yang berlake. Oleh karenanya Pencatatan perkawinan
merupakan syarat sehnya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan menjadi hal
yang sangat penting karena hal tersebut menjadi salah satu sumber data bagi
pemerintak dan selain itu lebibh penting adalah pencatatan perkawinan tersebut
menjadi salah satu alat bukth yuridis mengenai hubungar suami istd yanpg
bersangkutan yang tentunya akan membawa pengarub vang lebib besar terhadap
masalah lainnya yaitu mengenai status anak, dan sebagainya selain itu perkawinan
tersebut harus memenuhi Syarat-syarat vang ditentukan oleh Undang - Undang,

Berkaitan deugan status anak dalam perkawinan, terdapat dua perbedaan
secara hukum yaitu Anak yang lahir dalam perkawinan orang tuanya yang sah
memurpt hukum dan Undang-Undang, dan ansk yang lahir di lear suatg
perkawinan yang sah menurut hukum dan Undang- Undang dalam hal ind adalah
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anak fuar kawin, Ada dua pengertian anak luar kawin yaitu pertamna, anak vang
lahir dari seorang wanita vang tidek kawin atau tidak terikat dalam suatu
perkawinan dan yang kedug sdalah anak yang lahir darl seorang wanila vang
kawin stau terikat dalam suastn perkewinan dengan seorang prs dimana
perkawinan mereka tidak dicatatkan, sshingga anak yang lahir dari perkawinan
tersebut mempunyai kedudukan sama yaitu ansk luar kawin.

Anak merupakan anugrah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sudab
semestinya kita berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-apak. Anak-
anak mempunyai hak wntuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan
fasilitas vang memungkiokan mercka berkembang secara sehat dan wajar,
Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1979 pasal 2 ayat (3) dan (4) teniang
Kescjahteraan Anak berbunyi sebagai berikot: “Ansk berhak atas pemelihaman
dan perlindongan baik semasa dalam kandungan mpaupun sudah dilahirkan.”

“Anak berhak atas perlindungan terhadap pertumbuhan dar perkembangan
dengan wajar.” Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan demi mendorong perlu
adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan
perlaknan yang adil terhadap anak.

Apabila keadilan dikaitkan dengen perlindungan anzk maka antara lain
dapat dikatakan bahwa dimans ada keadilan, disite scharusnva terdapat
perlindongan ansk yang baik, Perlindungsn anak merupakan suaty usaha vang
mengadakan kondisi dimang setiap ansk dapat malaksanakan hak dan
kewajibannya. Perlindungan anak merupekan perwujudan adanya keadilan dalam
suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak harus dinsahakan
dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kelahiran meropakan pengakuen langkah pertama atas keberadaan seorang
anak, vang bermuara pada suatu alat buktl yang disebut sehagai Akia Kelahiran.
Akta Kelshiran mempunyai peranan penting, karena Akta Kelahiran merupakan
hak atau surat tanda bukt berisi pernysiaan dan keterangan tenlang peristiws
hukum yang dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku dan disaksikan serta
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disabkan oleh pejabat resmi. Ada tiga alasan mengapa Pencatatan kelahiran itu
penting :

1.

Pencatatan  kelahiran adalah  penpekuan secara hukum  mengenai
keberadaan seorang anak, secara individual terhadap Negara dan status
anak dalam hukum,

Pencatatan kelahiran adaleh elemen penting dari perencanaan nzsionsl,
sebagai dasar demografis bagi penentuan strategi dan  kebijakan
pembangunan.

Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengeroankan hak anak [ain,
misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelaptarkan atan
diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir
diluar nikah), sehingpa mereka mendapat akses pada sarana atan prasarana
dalam perlindungan Negara dalam baias vsia hokum (misalnya pekeriaan,
rekruitmen ABRI, dalam system peradilan anak) serta mengurangi atau
kemungkinan penjualan bayl atau pembunuban bayi. Status hukum yang
jelas akan membuat anak mendapatkan pertindunpan huloam. Berbagai
peneliian masih memperlihatkan bahwa sampai saat int banyak ansk-anak
yang tidak memiliki kejelasan status hukum kareng orang tua mereka tidak
mampu mengusahakan Akta Kelahizan.

Pencatatan kelahiran pada hskckatnya meropakan bagian awal dari

tanggung jawab orang tua, keluarga dan negara dalam kesslurshan proses
kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan anak. Permssalahan
hukum yang sering muncul di lapangan adalah penghilangan nama keluarga (tidak
dicantymkannya nama keluarga) pada nama anak, padahal Kantor Catatan Sipil
diharapkan ictap mencantumkan sebagaimana adanyd saja asal tidak menyimpang
dari kesopanan dan kepatutan. Selain itu juga permasalahan tentang anak di luar

kawin, pencantuman nama ayah dan stigmafizasi pencantuman anak lvar kawin.

Seperti dijelaskan diatas mengenai Hak anak untuk mendapat perlindungan

melalui  pencatatan kelabiran, aspek kesejahteraan anak dapat lebih fejamin
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karena anak secara hukum telab menjadi komponen dari sistem dan mekanisme
sosial yang berlaku. Negara telah menetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor
56 Talun 1966, salah satu alat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia secara
formal adalab Akta Kelahiran. Akiz Kelahiran merupakan pengakuan resini atas
indentitas seseorang. Akta Kelahiran merupaken pemberian status dan kedudukan
hukum vang paling swal terhadap anak.

Penyelengparaan Akta Kelabiran  dimasekkan dalam  kegiatan
penyelenggaraan catatan sipil yvang merupakan tugas dan wewenang dan Xantor
Catalan Sipil. Untuk beberapa kabupaten dan kotarsadya, instansi ini bernama
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Catatan sipil yang dimsksudkan adalah
catatan kependuduken/kewarganegaraan oleh negara, Kepiatan catatan sipil
sehubungan dengan diterbitkannya Akta Kelahiran telah dilakukan sejak jaman
koionial Belanda dan sampai saat ini stuwannya pun warisan dari kologial,
Pencatatan kelahiran berpedoman pada sfaatsblad walaupun berdasarkan Instruksi
Presidium Kabinet Nomor 3 VLI/IN/A 966, tapggal 27 Desember 1966 wang
menyebutkan dalam penyelengearasn catatan sipil tidak lagi menggunakan
penggolongan pendudukc

Aturan pencatatan Akta Kelahiran yang masih berlaku adeloh Staatshlad
Tahun 1920 Nomor 751 jo Stauisbiod Tahun 1927 Nomer 564 tentang Pencatatan
Sipil bagi orang Indonesia dan Steatsblad Tahun 1933 Nomor 74 jo Staatsblad
tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil bagi orang yang memiliki sumber
daya manusia memadat dan memahami sisien pendataan aten registrast
kependudukan,

Berkaitan dengan permasalahan diatas, penulis ingin mengkaji dan
meninjau mengenal pelaksanaan pencatatan anak luar kawin oleh Kantor Catatan
Sipil setelah berlakunya Undang-Undang nomor 23, tahun 2006, Hal ini menjadi
sangat penting karena didasarkan pada status anak yang nantinya jiks ia teleh
dewasa akan berpengarub pada hak - hak nya untuk mendapatkan kedudukan yaog
sama di mata hukumn dan masyarakat.
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1.2.

Pokok Permasalahan

Sejaph mana pencatatan kelahiran anak luar kawmn telah memenuhi
ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2006 ?
Bagaimanakah bentuk pelaksanaan pencatatan kelahiran  sekarang
dibandingkan sebelum adanya pembahsruan dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 2

Bagaimanakah bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 secara konkret khususnya di Kotamadya Depok?

1.3. Metode Peneclifian

Metode Penelitian yang digunakan datam penulisan tesis ini adalak Metode

Kualitatif, yang terdini dari Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Tipe
Penelitian ini adalah :

L.

Penelitian Kepustakaan,

Data yang digunakan adslah :

a. Bahan Pustaka primer berupa peraturan penundang-undangan yang
mengikat.

b.  Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel iimiah vang diambil
dari media massa atau media elektronil: yang memberikan penjelasan
tentang kedudukan anak luar kawin dengan berbagal aspek bukumnya,

¢. Bazhan hukum tertier yang merupakan bahan penuniang pembahasan
agar lebih mendalam yang diperoleh dari tulisan-tulisan lain yaitu
bshan ~ bahan yang dapat dijadikan acuan untuk mendukuog
penelitian ini.

Penelitian Lapangan

Penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Ketarnadya Depok, untuk mempercich contoh mengenat pelaksanaan

pencatatan kelahiran terhadap anak Juar kawin secara konkret, dan dengan

wawancara dengan pihak yang berpengalaman di bidang hukum khususnya
mengenai permasalahan anak luar kawin,
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2.1,

BAB I

TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

Status Anak Sah dan Anak di Luar Perkasvinan

2.]1.1. Pengertian Anak Sah

Anak adalab manusia (atas kamnia Tuban) yang dibenihkan oleh
seorany laki-laki dan dilabirkan oleh seorang perempusn yang biasa
disebut scbagai fbunys. Sah adalah berada dalam status perkawinan. Jadi
anak vang sah adalah anak yang dibenihkan oleh scorang laki-laki dan
dilahirkan oleh scorang perempuan sebagai istri yang keduanya berada
dalam status perkawinan yang sah.

Menurut Wiryono Prodjodikors :

Anak adalah selaku hasil perbuatan bersetubuh dard seorang laki-
laki dan seorang perempuan labirleh dari tubuk si perempuan
secrang roanusia lain yang dapat mengatakan, bahwa seorang laki-
Iaki iadi adalah bapekuya den seorang perempuan tadi adalah
ibunya, sedang dia adalah anak dari dua orang itu,'

Kemudian oleh Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 dikatakan bahwa "Anzk yang sah adalah anak yang dilahirkan
dalarn atau sebapai akibat perkawinan yang sah”.

Seorang suami dapat menyangkal sshnya anak vang dilahirkan
oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah
berzina dan anak itu adalah akibat dari perzinaan tersebist,

Sedangkan sah atau tidaknya anak tersebut akan ditentukan oleh
Putusan Pengadilan atas permintasn pihak yang berkepentingan dengan

'Wirjono Prodiodikoro, Hukwn: Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung, 2004, K. 72.
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mengucapkan surapah (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
beserta penjelasannyal.

Pengertian anak sah menurut pegawal Kantor Pencatatan Sipil
adalah bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan
yang sah. Dalam prakicknya, anak yang dilshirkan tidak dalem
perkawinan antara laki-laki yang menyebabkan kehamilan dengan
perempuan yang melahirkan, maka anak tersebut bukan anak sab. Akan
tetapi anak ini nanti dapat disahkan menjadi apak sab.?

Dari ketentuan Undang-Undang Nowor 1 Tahun 1974 Pasal 42
tersebut di atas dapat dilihat adanya dus kermmungkinan sabnya anak, yaitu
anak yang dilahirkan dalam perkawinan vang sah atau anak yang
dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Pada kemungkinan kedus
tidak menjad: masalah, sebab Hukum Islamm menentukan demikian,
Tetapi pada kemungkinan pertama, hanys dipandang sesuai dengen
ketentoan Hukum Islam apabila diperhatikan syarat bahwa terjadinya
anak  benar-benar  setelah  perkawingn  dilakukan,  dengan
memperhitingkan wakts hamil si wanita, yaitu zoak yang lakimya
kurang dari 180 hari sefelah perkawinan dianggap bukan anak sah.

Di lain pihak ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tabun
1974 diartikan secara mutlak, kapanpun Iahimya anak asal dalam
perkawinan yaog sah dan ianpa memperhatiken apakah laki-laki vang
kemuodian menjadi suami jbn apak Hu adalah yang menyebabkan
kehamilan atan bukan, anak itw tetap dianggap sebagai anak yang sah,
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kefentuan Undang-Undang
Nomor 1 Tabun 1974 tidak sejalan dengan ketentuan Hukum Islam.’

* Pedoman Pencatatan Anak Luar Kawin Kantor Catatan Sipil, 2600
* Ahmad Azhar Basyit, Hukum Perkawinan Isiom, BPFH UT, Yogyakarta, 2007, bal, 96 -
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Sedangkan anak sah dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata
diartikan bahwa tiap-fiap anek yang dilahirkan atau ditumbubkan
sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya (Pasal 250
KUHPerdata), Menumt Subekti, "Seorang anak sah {wetfing kind} ialah
anak yang dienggap labir dari perkawinan yang sah antara ayah dan
ibunya®.*

Dari beberapa pengertian mengenai anak sah di atas dapat
distmpuikan bahwa yang disebut anak sah adalah anak yang dilahirkan
dalam perkawinan yang sah aniara seoreng laki-laki sebagal suami
dengan seorang perempuan sebagai isteri. Akan tetapi apabils terdapat
keraguan apakah anak tersebut bensr anak ayahnvs atau bukan, maka
oleh Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 ditentukan suata tenggang
kandunsgan yang pendek 180 hari. Jikalau anak yang dilahirkan sebelum
lewsat 180 hari setelah hari pernikahan orang tuanya, maka suami berhak
menyangkal sahnya anak 1u, kecuali ia sudah mengetabui bahwa istrinya
sudah mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir
pada wakiu dibuatnya surat kelahiran den surat kelahiran il turt
ditandatangani olehnya.’

Sedang kekuasaapn orang tua ierhadap seorang anak yang sah
adalah sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa ataun kawin, berada
dibawah kekuasaan orang tuanya {onderlifk macht), Dengan demikian,
kekuasaan orang {ua itu mulai berlaku sejak lahirmya anak atau sejak hari
pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa stau

kawin,®

: Subekdi, Pokok-pokok Fhikum Perdara, T Intermaass, Jakarta, 20060, hal. 48,
Ihid,
S Djatiningsth Wasito, Hukum Perkawinan Perdata, Bulan Rintang, JKT, 2080, bl 112,
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2.1.2. Pengertian Anak di Luar Perkawinan

Seperti telah dikemukakan di atas babwa anak yang dilahickan di
dalam atau sebagal akibat perkawinen yang sah maka anak yang
dilahirkan adaiah anak sah darf suami isteri tersebut. Ini berarti anak yang
dilahirkan tidak sesuai dengan ketentuan di atas adalsh anak yang tidak
sah.

Luar perkawinan berarti tidek berada dalam status perkawinan.
Jadi anak luar perkawinan adalab anak yang dibenibkan oleh seorang
laki-laki dan dilahirkae oleh seorang perempuan yang keduanya tidek
berada dalam status perkawinan yang sah,

Anak tidak sah, yang sering disebut dengan istilah setempat anak
karnpang, anak haram, anak jadah, anak kowar, dan lain-lain, adalah anak
vang lshir dari perbuatan orang tua tidok memurut ketentuan agama,
sepenti :

1. Ansak dari kendungan ibu sebelum terjadi pernikahan,

2. Anak dari kandungan ibu setelgh bercerai lama dari suaminya,
3. Ansk dart kandungan ibu tanpa melakukan pernikahan vang sah,
4. Anak dari kandungan tbu karena berbuat zina dengan orang lain,

5. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya,’

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 1974 menjelaskan
balswa:

I. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan iburrya dan keluargs ibunya,

2. Kedudukan anak tersebut ayat {1) di atas selanjutnya aken diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

? Hilmen Hadikuswina, Soedarso, Hukum Haris Adat, Alumni, Bandung, 2001, hal, 78 -
,
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Dengan demikian snak-anak tidak sah ini menurut Pasal 43 ayat
{1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karenz itu menurut
keteptuan Undang-Undang ini anak-anak tidek sah dapat menjadi abli
waris dari ibunya atau keluarga ibunya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgeriiik Wetboek)
mengadakan tiga penggolongan anak-anak :

4. Anak ssh, yaitu seorang anak yang 1shir i dalam perkawinan,

b.  Anak yang lahir di luar perkawinan, tapi diakui oleh seorang avah
dan/atan seorang ibu. Dalam hal ini antara si anak dan orang tua vang
mengakul itn timbul perialian kekeluargaan, Pertalian ini hanya
mengikat orang yang mengakui anak itu saja. Jadi anggota keluarga
vang lain deri orang yang melaskukan pengakuan tidak terikat oleh
pengaknan itu. Anak dan golongan ini jika ayah dan ibunya kawin,
lalu menjadi anak sah.

c. Anak lahir di luar perkawinan dan tidsk diakui, baik oleh ayahnya
maupun olch ibunya®.

Di dalam Hukum Islam ditentukan bahwa anak ssh adalah anak
vang dilahitkan setelah akad nikah. Adapun yang dimaksed akad nikah
ialah #jab dan kabul antara seorang mempelai laki-laki dengan wali dari
mempelal wanita. Jadi untuk sahnya perkawinan harus ada aqad nikah
terlebih dahuln. Anak yang dilahirkan setelah akad nikah ini merupekan
anak vang sah, sedangkan anak yang dilehirkan sebelum akad nikah
dikatakan sebagal anak zina, karena anak ini lahir dari perzinsan. Pelaku
Zina baik laki-laki msupun percmpuan adalah dimungkinkan orang-crang
yang belum pernah kawin maupun pernah kawin. Perbuatan zina menurut
Hukum Islam bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalams Qur'an
dan Hadist Nabi. Berdasarkan Hukurmn Islam anak zina mempunyai sistus
1ak berayah sebab tidak mempunyai dasar perkawinan yang sah. Schingga
anek zina sebagai anak diluar perkawinan tidak termasuk abli waris dari

P AL Afandi, Hukwm warls Hukum Kelvarga Hukum Pembuktion, PT Bina Aksars,

Hkarta, 2606, hal. 40.
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bapak biologisnya, akan tetapi terhadap ibunya ia termasuk ahli waris
karena merupakan anak ibunya yang sah.

Dalam bal ini dalam Hukom Islam terdapat hulaun anak zioa
sebagai berikut :

a. Sekiranya scorang suami memuduh isterinya melakukan perzinaan
tetapi tidak dapat membuktikan, maka anak yang lahir sewaktu isteri
masih ada di tangan suami, anak itu adalah anak suami yang sah.

b. Kalen sekiranya perzinaan dilakukan dengan penuh kesadaran oleh
manusia yang dewasa, atas keinginan masing-masing dan
mengetabui  hukumnya, maka perbuatan ini mengarah kepada
pelaksanaan hukum zing, yaita didera jika beium permnah kawin dan
dirajam atau difontar dengan batu bila pernah kawin. Adapun status
anak yang dilahirkan adalah anak zina’.

Hukum Islam pada uvmumnya menganggap anak di lvar kawin
adalah anak yang ditahitkan sebelum enam bulan sejak perkawinan orang
tuanya atau anak yang lahir di luar tenggang iddah sesudah perkawinan
putus.

Kedodukan Ansk Luwar Kawin Menwrut Undang-Undang Nomeor 1
Tabun 1974

Dengan lahirmya Updang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, vaitu
Undang-Undang Nomor 1 Tahuon, 1974 tentang Perkawinan {Lembaran
Negara RI Nomor | Th. 1974} pada tanggal 2 Januari 1974, maka cita-cita
masyarakat dan bangss Indopesia untuk mempunyai Undang-Undang vang
mengatur tentang perkawinan secara nasional telah terpenuhi. Undang-
Undang Nomor 1 Tehun 1974 merupakan ketentuan hukum yang maju

® Fuad Moh, Pabnudin, Masaleh Anak dalam Hukum Istam, OV Pedoman Ty Jaye, Jakarta, 2005,

hal,
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sendini  dengan suasana kemerdeksan bangsa berdasarkan falsafah
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi landasan asas-asas
hukum perkawinan nasional dalam bentuk rumah tangpa yang bahagia
yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mana didalamnya
raengandung 1si yang sangat luas, vaitu tidak saja masalah perkawinan dan
perceraian, tetapi juga mengandung hukum kekeluargaan,

Mengenat  berlakunya Undang-Undang ini Pasal 67 Undang-
Undang Nomor | Tahun 1974 menvatakan sebagai berikut ;
1. Undang-Undang ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan yang

pelaksansannya secara efektif lebih lanjut aken diatur depgan
Peraturan Pemerintah,

2. Hal-hal dalam Undang-Undang vang memerlukan pengaturan
pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini
berlaku sejak tanggal 2 Januari 1974 (sejek diundangkan), sedang
pelaksanaan berlakunya Undang-Undang perkawinan ini secara cfektf
lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan keloarnya
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Undang-Undang
perkawinan mulai berlaku secara efektif sejak tahun 1975 (Pasall®
Peraturan Pemerintals).

Selanjutuya pasal 47 Peraturan Pemerintah menyatakan :
“Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan

peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku”.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Talun 1974 menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurnt bukum masing-
masing agamanya dan Kepercayaannya ifin

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat memurut peraturan perundang-undangan
yang berlaky.
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Agar suatu perkawinan dianggap sah dan mempunyai akibat hukum,
maka harus diakukan sesual dengan Pasal 2 Undang-lindang Nomor 1
Tehun 1974. Dengan kata lain dapat dijelaskan babhwa kalan suatu
perkawinon dilakukan dengan tidak menpindshkan Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tabun 1974, maka perkawinan itu tidak sah. Dengan
demikian perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki,
termasuk didalamnya aoak-anak vang lahir dari perkawinan ity dianggep
fidgk sah pula. Hal ini sesual dengan bunyi pasal 42 Undaog-Undang
Nomor I Tahun 1974 yang berbunyi “Anak sah adaish anak yang yeng
dilahirkan dalam atan sebagal akibat perkawinan yang sah”. Dengan kain
lain dapat dikatakan babwa ansk yang dilahirkan tidak dalam atau bukan
sebagai akibat perkawinan yang sah disebut anak tidak sah atau ansk diluar
kawin,

Di dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan peraturan
pelaksanagnnya (PP Nomor ¢ Th. 1975} belum diatur tentang kedudukan
anak Juar kawin. Dengan demikian tentang kedudukan anak luar kawin
masth berlaku hukum yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor |
Tahun 1974 itu dikeluarkan, D) dalam Undang-Undang Nomeor 1 Tahun
1974 hanya digtur mengenai anak sah.

Dalam prakteknya dalam mengatasi masalah anak Inar kawin masih
digunakan ketentuan-ketentoan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(BW) bapgt warga negara bukan Indonesia asli dan Hukum Adat untuk
orang Indonesia asii.
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2.3, Pencatatan Administrasi Kependudukan Menurnt Undang-Undang

No. 23 Tahan 2006

2.3.1, Pencatatan Administrasi Kependudukan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Updang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada
hakikatnya betkewajiban untuk memberikan perlindungan dan penpakuan
terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa
Kepepdudukan dan Peristiwa Peniing yang dialami oleh Penduduk vang
berada di dalam dan/atay di luar wilaysh Negara Kesatuan Republik

Tndonesia, '®

Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan  tegas
menjamin hak sefiap Penduduk untuk membentuk keloarga dan melanjutkan
keturunan  melalui  perkawipan yang  sah, memperoleh  status
kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk apams, dan memilih
tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.

Peristiwa Kependudukan, antara laits perubahan alamat, pindah datang
untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan sistus Orang Asing Tinggal
Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran,
lahir mati, kematian, perkawinan, dan percergian, termasuk pengangkstan,
pengakuan, dan pengesahan anak, seria perubahan status kewarganegaraan,
ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dislami oleh seseorang,
merupakan kejadian yang barus dilaporkan karena membawa implikasi
perubshan data identitas atan surst keterangan kependudukan. Untuk ifu,
setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti

¥ Penjelasan Umum UL Ne. 23 Th. 2006 tentang Administrast Kependududau,
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yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang, "'

Dalam pemenuhan hak Penduduk, terulama di bidang Pencatatan
Sipil, masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada
perlakuan diskriminati§ yang membeda-bedakan suky, keturunan, dan agama
sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda.
Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu
tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repuoblik
Indonesia Tahun 1945,

Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan
mengalami kendala yang miendasar sebab sumber Data Kependudukan
belum terkoordinasi dan termtegrasi, serts terbatasnya cakupan pelaporan
vang belom terwuiud dalam suats sisterm Administzasi Kependudukan yang
utuh dan optimal.

Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikernukakan di atas
tidak memiliki sistem database kependudukan yang menuniang pelayanan
Administrasi  Kependudukan, Kondisi i harus  diakhiri  dengan
pembentukan suatu sistern Administrast Kependudukan vang seialan dengan
kemajuan teknologl informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntuten
masyarakat afas pelayanan kependudukan vang profesional,

Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlunya
membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, Undang-
Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan
pembentukan sistert yang rnencerminkan adanya reformasi di bidang
Administrasi Kependudukan,'?

" Ihid,
" tbid
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Salah satu hal penting adelah pengaturan mengenai penggunaan
Nomor Imduk Kependpdukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk
Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan
validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang
Administrasi Kependudukan, Scbagai kunci akses dalam pelavanan
kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi hunggal bagi setiap
Panduduk. NIK bersifat unik atau khas, tonggal dan melekat pada seseorang
yang terdafiar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung
dengan seturuh Dokumen Kependudukan,

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata
Penduduk vang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di
deswkelurahan secara bepar. NIK wajib dicantumkan dajam  setiap
Doknmen Kependodukan, baik dalam pelayssen Pendaflaran Penduduk
maupun Pencatatan Sipil, serta sebagal dasar penerbitan berbagai dokumen
vang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan PerlUndsog-Undangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarmnya menganut stelsel aktif bagi
Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas
domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang
dialami oleh seseorang dan/atau kelnarganya. Pencatatan Sipil pada dasamya
jugas mepganut sfelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil
didasarkan pada asas Peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiva
Penting yang dialami oleh dirinya danfatan keluarganya.'”

Administrast Kependudukan scbagai suatu sistem diharapkan dapat
diselenpgarakan sebagai bagian dad penyelenggaraan administrasi negara,
Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudokan memberikan
pemenvhan  hek-bak admintstratif, seperti  pelayanan  publik  seria
perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa
adanya perlakuan yang diskriminatif,

¥ bhid.
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Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:*
memenuhi hek asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan
tanpa digkriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannys untuk berperan
serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;

memennhi  data  statisttk  secara npasional mengepai  Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan
secara nastonal, regional, serta fokal; dan

mendukung pembangunan sisterm Administrasi Kependudukan,

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan wntak:'*

memberikan keabsaban identitas dan kepastian hukum sfas dokumen
Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
yang dialami oleh Penduduk;

memberikan perdindungan status hak sipil Penduduk;

menyediakan data dan informesi kependudukan sccsra nasional
mengenai Pendallaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagal
tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses schingga
menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada
UIHENNYs;

mewujidkan tertib Administrasi Kependudukan sscara nasional dan
terpadu; dan

® mid,
B 1bid,
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5. menyediskan data Penduduk yang menjedi rujukan dasar bagi sektor
terkait dalam  penyelenggaraan setiap  kegistan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip  tersebut di  atas menjadi  dasar tegjaminnya
penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  sebagaimana  yang
dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistern Informasi
Adminisirasi Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimsksudkan untul:'®

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional
yang terpadu dan tertib;

2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat uaiversal,
permanen, waiib, dan berkelanjutan;

3. terpenuhinya hak Penduduk i bidang Administrasi Kependudukan
dengan pelayanan yang profesional; dan

4. fersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipit pada berbagal fingkatan secara akurat,
fengkap, mutakhir, dan roudah diakses sehingga menjadi acuan bagi
perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan, kelentuan vang diatur dalam Undang-Undang ind
melipui hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Tustansi
Pelaksana, Pendaflaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen
Kependudukan. Pendafiaran Penduduk dan Pencataten Sipil pada saat
Negara dalam keadsan Darurat, pemberian kepastian hukum, dan
perlindungan terhadap Data Pnibadi Penduduk.
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Untuk menjamin pelaksangan Undang-Undang ini dari kemungkinan
pelanggaran, baik administratif maupua ketentuan materil yang bersifat
pidana, digtur juga ketentuan mengenai tafa cara penyidikan serta
pengatoran mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana,

2.3.2, Pencatatan Kelahiran Anak Loar Kawin Menurut Undang-Undang
Ne. 23 Tahun 2006

Pencatatan kelgbiran anak yang secama formal dituangkan dalam
Akta Kelahiran anak sangat penting bagi masa depan anak, karena
menyangkuf perlindungan hak-hak atas anak baik kaitannya dengan hak
memasuki pendidikan, hak atas kuoalitasnys den perlindungan dari
pelanggarsn yvang terjadi di dalam sistem pendidikan anak. Status hukum
anak adalah penting dalam kehidupan anak untuk tumbuh berkembang. '’

Semua anak memiliki hak yang sama, baik anak yang lahic dari
perkawinan yang sah, maupun anak yang lahir di Jugr perkawinan yang
sah. Oleh karena im, anak luar kawin pun, berhak untuk dicatatkan
kelahitannys.'® Anak tidak boleh menderita karena status kelubirannya
vang tidak terlshir dalam perkawinan yveng sah. Untuk itw. pemerinish
mempunyai kewajiban mencatat kelahiran anak huar kawin.'

Pencatatan Kelahiran Angk Luer Kawin diatur dalam Pasal 49
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa anak
fuar kawin juga dilindungi oleh Undang-Undang®® Sefanjutnya,
pelaksanaan pencatatan kelahiran angk luar kawin dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peratoran Pemerintah Nomor 37 Tabun 2007 tentang

7 34f Marwah, Perifndungan Hukum Anck (Jakarta, Eidanggs, 2087), hal.90.

¥ Syamsuddin, Beberapa Catotan Mengenai Pelaksoncan Adninistrasi Kependudukan (Jakarta,
Pradnys Paramita, 2003), kel (20

* Ibid.

# Abdulleh Basyumi, Perlindungan terhadap dmak olek Negara (Jakaria: Bintang Terang, 2007),
hal.10,
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Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan.

Adapun persyaratan yang dibutubkan untuk meiekukan pencatatan
kelahiran anak luar kawin antara lain:

I. Surat kelahiran dari  dokterbidan/penociong  kelahiran untuk
mendapatkan Surat keterangan kelahiran,
2. Nama dan identitas sakst kelahiran,

3. KTPdan KK orang tua.
4. Surat kuasa apabila dikuasekan

5. Tidak dipungut retribusi

Pengaturan dan  Penolakan Bapak Terhadap Anak 4i Laar
Perkawiman

Telah dijelagkan bahwa seorang anak sah (werfing kindj ialah anak
vang diangpap Iatir dar perkawinan yang sah antara ayab dan ibunya.
Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan balwa anak
yang sah adalah anak yang dilshirkan dalam atau sebagal akibat
perkawinan yang sah. Ketentuan ini diatikan secara mutlak yaitu
kapanpun lahirnya ansk zsal dalam perkawinan yang seh dengan tanpa
memperhatikan apakah faki-laki yang kemudian menjadi suami tbu anak
itu adaiah yang menyehabkan kehamilan atau bukan,

Dalam hal ini hobungan keluarga aniara ansk luar kawin dengan
orang tuanya baru ada setelah adanya pengekuan dari orang tuamya.
Dengan pengakuan ini lahir suatu pertalian kekeluargasn dengan akibat.
akibatnya (lerutama hak mewaris) antars anak dengan orang tua yang
mengakuinya.
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i lain pihak seorang bapak berhak menolak bahwa seorang anak
luar kawin adalah anaknya. Mengenai hal ini di dalam Stb, 1938/264 dan
370, 1939/288 dan 1946/136 ditegaskan bahwa :

{1} Apabila anak itu lehir di loar nikah, maka nama bapaknya tidak

boleh disebut dalam ekta iu, kecuali kalan adat (hukum) vang

ferpakai bagi bapaknya anak di lear nikah, dan bapaknya telah
mengakui din menurat hukum it

{2} Pemberitahuan lehir anak oleh bapak dianggap sebagai ia
mengakui anak iy, apabila hal itu memang sesual dengan adat
(hukum) yang terpakai baginya.

Pengakuan anak beriaku bagi omng fua yang agamanya
membenarkan pengakian anak yang lshir &i lwar hubungan perkawinan
sah.?' Pengakuan anak dilaksanakan di tempat diterbitkan akte kelahiran
dan wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 hard kega sejek
tanggal surat pengakuan anak disstoiui oleh ibu kandung dari anak yang
bersangkutan kepada instansi pelaksana dan dicatat pada register akta
pengakusn anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak >

Pada dasarnya, pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibn
maupun bapak. Namun, berdasarkan pasal 43 Undanp-Undang Nomor |
Tahun 1974 vang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di Juar
perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maska
unfuk mendapatkan hubuongan perdata yang baru, seoreng ayah dapat
melakukan Pengakuan Ansk, Namun bagaimgnapun, peogakuan angk
hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam
pasal 284 KUH Perdata™, bahwa : “Pengakuan apak Ivar kawin dapat
dilakukan oleh seorang laki-laki/bapak yang mengakui menyebabkan
lzhimnya anak itu. Pengakuen oleh bapak ini hanya mungkin, apabila si ibu

** Muhammad Bushan, ddminisirasi Kependudukan {Jakara, Pradnya Paremita, 2008), hal 45.
2 Abdurrahmen, Hukun Admmmras: Ksependudakan (Yakerts, Brdangga, 2007), hal.109,
B “pengskuan Anak”, http:/intanghins wordpress com, diakses pada tanggal 2 Maret 2009,
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menyetujuinya, apabila ibu deri anak tersebut tidak menyetujui maka
pengakuan anak oleh bapak tidak dapat dilakukan,”

Adapun persyaratan yang ditentukan menurit Peraturan Pemerintah
Noinor 37 Th. 2007 adalah:

1. Bagit yang akan mengakni anak Iuar kawinnya harus datang ke Kantor
Catatan Sipil dan Kependudukan.

2. Melampirkan Akta Kelahivan anak/anak-anak luar kawin yang akan
diakui,

3. Mencatatkan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan
dengan mencukupi persyaratan perkawinan.

4. Mengisi formulir pengakuan anak.
5. Melampirkap Akta Kelahiran anak yang telah diskui.

6. Melampirkan KTP orang tuanya. bagi WiNlorang asing disertai bukti
kewarganegaraan orang tuanya,

Dalam hal ini apabila kedua orang tua belum melangsungkan
perkawinan maka terlebib dabulu perkawinan mereka disahkan menurut adat
mercka atau bila tidak ingin melakukan perkawinan menurut Hukum Adat
kedua-duanya dapat langsung menghadap Pegawai Catatan Sipil bagian
pelavanan wmum dengan mengemukakan maksudnya untuk metakukan
pengesahan perkawinan sekaligus pengesahan pengakuan ansk luar kawin
yang merupakan anak mereka.

Delam hal ini dapat pula terjadi bahwa orang fua vang ingin
melakukan pengakuan anak luar kawin tidak ingin menikah secara sab. Untuk
itu pengakuan cukup dilskukan dengan meminta persetujuan dari ibu teriebil
dahulu dan meiskukan pengesahan penpakuan anak huar kawin di Pengadilan
Negen setempat,
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Dengaa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tzhun 1974 bila
sescorang ingin melakukan pengakuan anak di luar perkawinan ditekankan
tidak hanya melakukan penpakuan saja tetapi harus ditkuti dengan
perkawinan karepa kalau hanya dengsn pengakuan saja, status anak hanya
merupakan anak yang diakwi, Kalau hanya anak yang dinkui maka tali
kekeluargean banya timbul dengan kedus orang tua vang mengakui,
sedangkan hubungan deogan keluargas kedua orang tua yang mengakui
tersebut belum ada.

Dalam hal ini coara terbaik untuk mengakul angk luar kewin
sebenamya adalabh melalui perkawinan yang ssh antara keduz orang tuanys.
Adapun alasannya adalah :

1. Menghindari agar janpan sampai hanya melakukan pengakuan saja, sebab
kalau hanya melakukan pengekuan tanpa diikuti perkawinan kedua-
duanya tidak terikat perkawinan yang mana aken memberi kebebasan
pada laki-laki untuk kawin lagi,

2. Memberantas kumpul kebo. Dengan pengakuan yang ditkuti perkawinan,
maka suami istri akan terikat perkawinan yang sah sebagai suami istr
yang sah.

3. Kesgjahteraan anak di luar perkawinan akae lebib tejamin karena
hidupnya tidak terlantar dan akan dapat mewarisi harta benda kedus
orang teanyg,

24. Status dan Akibat Hekem Anak Luar Kawin
2.4.1. Status Hukons Anak Loar Kawin

Seorang anak sah jalah anak yang dianggap lahir dart perkawinan vang sah
antara ayah dan ibunya. Kepastian, seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya
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tentunya sukar didapat.®

Sehubungan dengan ito, oieh Undang-Undang No.l Tahun 1974
ditetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama, yaitu 300 hari dan suatu
tenggang kandungan yang paling pendek, yaito 180 harl, Seorang anak yang lahir
300 hari setelah perkawinan orang tuanys dihapuskan, adalah anak yang tidak sah.

Jikalau seorang anak dilehirkan sebelumnya lewat 180 hari setelah hari pernikahan
orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnys anak itu, kecuali jika ia
sudah  mengetahui  bahwa  isterinya  mengandung  sebelum  pernikaban
dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat
kefahiran ini turut ditandatangani olebnya. Dalam kedua hal tersebut si ayah itu
dianggap telah meperima den mengakui anak yang lahir im sebagai anaknya
sendiri. Penyangkalan sashnya ansk tidak fergantung pada terus berlangsungnya
atau dibapuskannya perkawinan, begitu pula tidak tergantung pada pertanyaan
apakah anak itu masth hidup atau telah meningpal, meskipun sudah berang tentu
seorang anak yang lahir mati tidak perlu disangkal sahnya.

Selanjutnya s ayah dapat jugas menyaogkal sahnya anak dengan alasan isterinya
telah berzina dengan lain lelaki, apabila kelahiran anak itu disembunyikan, Di sini
i ayah ity harus membuktiken bahwa isterinya telah berzina dengan lelaki lain
dalam waltu antara 180 dan 300 hari sebelum kelahiran anak itv. Tenggang waktu
untuk penyangkalan, jalah satu bulan jika si ayah berada di tempat kelahiran anak,
dua bulan sesudah ia kembali jikalau ia sedang bepergisn wakiu ansk dilahirkan
atau dua bulan setelahnya ta mengetahui tentang kelabiran anak, jika kelahivan itu
disembunyikan, Apabile tenggang wakfu tersebut telab lewat, si ayah it tak dapat
lagi mengajukan penyangkalan techadap anakuyz.

Pembuktian keturunan hanss dilakukan dengan surat kelabiran yang
diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil. Jika tidak mungkin didapatkan surat
kelahiran, hakim dapat memakai bukti-bukti iain asal saja keadnan yang pamipak

2 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakara : PT Intermasa, 2002), Cet. 30, him. 48
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keluar, mepunjukkan adanya hubungan seperti aniara ansk dengan orang tuanya.
Oleh hakim yang menerima gugatan penyangkalan ifu, harus ditunjuk seorang
wali khusus yang akan mewsakili anak yang di-sangkal iu. Thu si anak yang
disangkal ttu, yang tentunya paling banyak mengetahui tentang keadaan mengenai
anak ifu dan juga paling mempunyal kepentingan, harusiah divanggil di muka
hakim. Anak yang labir di luar perkawipan, dinamakan “naruuriifk kKind” la dapat
diakut stau tidak diakui oleh ayah atau ibunya.

Palam Kiah Undang Undang Hukum Perdata dalam Pasal 256
disebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan adaelah
anak dari suami ibugya yang terikat dengan perkawinan,

Menunrut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang
sah adaleh anak yang dilahitkan dafam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun
angk tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang
dari enam bulan lemanya sejak ia menikah resmi dan tidak disangkal oleh suami.

Masalah anak sah diatur di dalam Undang-Undaong No 1 Tahun 1974 pada pasal
42, 43 dan 44,
Pasal 42 :

“Anak vang sah adalah anak yang dilalirkan dalam ateu sebagai akibat
perkawinan yang sah”,

Pasal 43 ¢

“{1) Anak yang dilahirkan di lvar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2K edudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah”.

Pasal 44 :
(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh

igtrinya bilamana ja dapat membuoktikan bahwa istrinya telah berzina
dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut,
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{2) (Z)Pengadilan memberikan keputusan testang sab/tidaknya anak atas
permintaan pihak yang berkepentingan.

Berkenaan demgan pembuktian  asel-usul  anak, Undang-Undang
Perkawipan di dalam pazal 35 menegaskan:

1. Asal-nsul scorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran
yang otentik, vang dikeluarkan oleh Pejabat vang berwenang.

2. Bila Akta Kelahiran terscbut dalam ayat {1} pasal ini tidak ada, maka
Pengadilan dapat mengeluarkan peneiapan tertang asalusul seorang
anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdssarkan bukti-buki
yang memenubi syarat.

3. Atas dasar keteptuan Pengadilon tersebut ayat (2) pasal ind, maka
instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan
yang bersangkutan mengeluarken Akts Kelabiran bagi anak yang
bersangkutan,

Di dalam pasal-pasal fersebut di atas ada beberapa hal vang diatur.
Pertama, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling
tidak ada dua bentuk kemungkinan:

1. Anak sah lahir dalam perkawinan yang sah
2. Anak yang lahir akibat perkawinan yang sah.

Dalarn Kompilasi Hukum Islamy asal-usul anak diator dalam Pasal 99,
Pasal 100, Pasal 101 Pasal 102 dan Pasal 103.

Pasal 99 :
Anak sah adalah;
a. Anak yang dilahirkan dalam atan akibat perkawinan yang sah.

b. Hasil pembushan suari isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh
isteri tersebut.

Pasal 100 :

Anak yang lahir di luar perkawtnan hanva mempunyat hubungan nasab
dengan ibunya dan keluarga tbunya”.

Pasall0] dan 102 menyanghart keadaan suvami yang mengingkari sahnye
anak dan proses yang harus ditempuobnya jika ia menyangkal ansk vang
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dikandung afau diiahirkan oleh isterinya,

Pasat 101 :

“Seorsng suami yang mengiogkan sahnya anak, sedang isteri tidak
menyangkalnyz, dapat mepeguhikan pengingkarannya dengan lisan,”

Pasal 102

Iy Suvami yang akan mengingkari seorang anak yang laldr dan 1sterinya,
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu
180 hari sesudah hari lahirmya atau 360 hari sesudah putusnya
perkawinan ataus seielah suami i mengetshui bahws isterinya
melahirkan anak den berada ditempat yang memungkinkan dis
mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama,

2} Pengingkaran vang diajukan sesudsh lampau waktu tersebut fidak
dapat diterima.

Pasal 103
1} Asal-usul seorang anak hanya dapat dibukitkan dengan Akta Kelahiran
atauw alat bukti lainnya.

7} Bila Akia Kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1)
tidak ada, maks Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penctapan
tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan vang
telitl berdasarkan bukti-bukti vang sah.

3) Atas dasar ketetapsn Pengadilan Agama tersehbut avat (2) maka
instansi Pencatat Kelehiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan
Agama tersebut vang mengeluarkan Akta Kelshiran bage ansk yang
hersangkutan.

Dalara hukum Islam sesecrang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa
avak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknys, selama suami  dapat
membuktikannya, untuk menguatkan pepolakannys svami  harus  dapat
membuktikan bahwa:
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a  Suami belum pernah menfima’ istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba
melahirkan,

b, Lahimya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima’ istrinya,
sedangkan bayinya lahir seperti bayi vang cukup emur.

¢. Bayi lahir sesudah lebih darl empat tahun dan §i istri tidek dijims’

suaminya.”

Kemudian dalam pasal 250 Kiteb Undang.Undang Hukum Perdata
mengatakan bahwa : “Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang
perkawinan, memperoleh st suami sebagai bapaknya”.

Drari ketentuan tersebut, Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwa wanita
yang hamil kemudian ia kawin sah dengan seorang pria, maka jika aoak it Jahir,
anak ifu adalah apak sah dari perkawinan wanita dengan pria tersebut tanpa ada
batas waktu usia kehamilan®® Mubammad Irfan Idris dalam tulisannya yang
berjndul  “Problematika Materi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam {Analisa Perbandingan)”. Menyebutkan : “Anak yang di dalam
kandungan dianggap mempunyal bubungan darah dan hubungan hukum dengan
pria yang mengawini ibuaya. Anggapan ini didasarkan nilai hukum adat vang
menetapkan asas “setiap tanaman yang tumbuh di ladang seorang dialah pemilik
tanaman meskipun bukan din yang mesanam”. Dan kebolehan kawin hamil
tersebut untuk memberikan perlindungan bukum bagi anak yvang ada dalam
kaadungan.”’ Dari ketentuan dan berbagai pendapat tersebut di atas maka anak
hasil dari perkawinan wanita hamil menurpt hukum positif di Indonesia adalah
anak yang sah, tanpa melibat batas wakitu kehamilan dengan perkawinan yang

B Amiur Nuruddin dan Azhart Akea] Tatipan, Hukam Perdata Islam di Indonesia, {Jakarta @
Kencany, 2004), Cet 1L, him, 284,

% Hilman Hadikusems, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung 1 Penerbit Mandar Maju, 1999),
him, 133-134

¥, Muhammad Irfan Idris. “Problematika Materi Undang-Undeng Perkawinan dan Kompiiasi
Hukum Islam {Analisa Perbandingan)”, Artikel dalam Mimbor Hukum. Mo, 60 Tahun XFV 2003,
{Jakartn : Al Hionah & DITBINPERA Blam, 2003), Bim. 17.
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dilangsungkan dan sccara hukum memiliki hubungan nasab dengsn ayahnya
Sehingga semua akibat hukum antara anak dan orang tua berlaku baginya. Sanak
keluarga sedarah yang tidak sah hanya bertindak sehagai anak keluarga dalam
hukuom waris sepanjang ada hubungan perdata antara mereka dengan sanak
keluarga.

Seorang iby tidak dapat melahirkan anak yang fidak sah, maka depgan
kelahiran ssja sudah menjsdi hubungan perdata antara ibu dengan anak. Autara
ayah dengan anak hubungan ini hanyalah tegadi oleh pengakuan,

Ansk yang tidek sah, yang hubungan perdata dengan satu orang tuanva,
dinamakan angk luar kawin dari orang tua itu. Dengan kelahiranpya, maka anak
vang tidak sah itn menjadi anak luar kawin daxi si ibu, Dengan penpakuan si ayah
ia menjadi anak luar kawin dari si ayah. Antara aoek lear kawin dengan sanak
keluarga sedagaly dari orang tuanya, pads asasnya tidak timbul hubungan perdata.

Seorang anak luar kawin tidak akan pernah dapat mewarisi dari sanak
keluarga orang tuanya, dan sebaliknya sanak keluarga tidak dapat bertindak datam
harta peninggatan anak Juar kawin dari salah seorang anpgota keluarganys.

Pasal 873 KUHPerdata walsupun dalam hal vang jarang terjadi
memungkinkan teriadinya peristiwa yang demikian i,

Seorang anak juar kawin karena tidak ada hubungan pendata auatara dia

dengan sanek kelearga dari orang fuanya, maka untuk sebagian besar

berada diluar ikatan keluarga. Tetapi terhadap st ibu dan st aysh anak luar

kawin itu mempunyai kedudukan yang terkebelakang dibandingkan
dengan anak yang sah.®

Pendapat masyarakat dan paham kesusilaan untuk sebagian besar tercermin dalam
kedudukan hukum dard anak yang tidak sah, Dijaman dimana orang menganggap
kekuatan ikatan keluargs tiang penyangga vang paling penting untuk tata tertib
masyarakat, maka kedudukan hukurm anak Juar kawin itu tidaklah begitu baik.

2 A Pitlo., Bid, hal, 51,
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Pembuat Undang-Undang mengorbankan kepentingsn anak Juar kawin
demi kepentingan masyarakat yang lebib besar yang tersangkut pada kenmurnian
ikatan keluarga, Dalam sejarah ada waktunya dimana perfimbangan atas dasar
sifat manusia yang sejati, membust keadaan lebih menguntungkan anak luar
kawin.

Pembuat Undang-Undang kita unhuk sebagian besar meniru sistem Code
yang bersumber dand “Code Civil des Francais” atau sistem kode Napoleon.
Sistim Code memberikan kepada anak yang diakui sebagian dari haris
peninggalan orang tuanya: tetapi mereka sepertinya tidak bertindak sebagai ahli
waris penuh, mereka termasuk warls fuer biasa. Dalam harta peninggalan sanak
keluarga dari orang tuanya anak yang dinkai hanvalsh mempunyai hak, apabila
tidak ada seorang sanak keluarga sedareh dari yang meninggal. Sedangkan dalam
perundang-undangan kita anak luar kawin bertindak sebagai ahli waris, karena ita
mereka mempunyat hak untak menuntut berdasarkan pasal 834 KUHPerdata. Dari
perkataan menuntut dalam pasal 834 ternyata bahwa pembuat Usndang-Undang
kita memberikan tempat pada anak luar kawin sebagai ahli waris.

Menurut Burgerliik Wethoek ada kemungkinan ssorang anak tidak hanya
tidak mempunyai bapak, melainkan juga tidak mempunyai ibu dalam arti, bahwa
antara anak scorang perempuan yang melshirkan ity, tiada perhubungan hukum

sama sekali mengenai pemberian nafkah warisan dan lain-lain,®

Antara suak yang tidak sab dengan samak keluarga sedarah dari orang
tuanya, banyaiah 2ds hubuggan perdata apabila antara anak yang fidak sah Hu
dengan orang tua ada hubungan perdata, jadi dipibak ibu selalu ada hubungan
perdata dan dipihak ayah hanya akan ada apabila si ayah mengakui.

Kitab Undang-Undang Fukum Perdata membicarakan dalam bagian
ketiga, hukum waris aktif dan pasif dari anak luar kawin, artinya perolehan dari
anak luar kawin. Untuk hukum waris aktif dari anak luar kawin tidak ada bedanya
apakah pengakuan oleh si ayab terjadi sebelum atau sesudah matinya anak luar

* Wirjono Prodjodikoro., Op-it, hal. 50.
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kawin. Tentang hukum waris pasif dari anak luar kawin lain lagi duduk soalnya.
Pengakuan sesudah mati tidak menimbulkan hak waris dalam barta peninggalan
anak lvar kawin. KUHPerdata tidak membicarakan hal i, Hanyalah akal sehat
dan pertimbangan kepatutaniah vang menjadt alasan bagi pendapat ini.

Antara anak vang tidak diskui oleh ayahnya dan sanak keluarga ayah tidak
ada satopun hubungan hukum keluargs, oleh sehab itu dalam hal ini tidak ada
bukum waris. Sepanjang tidak ada hubungan perdata, atau karena hukum (si ibu}
ataw karena pengakuan {si ayah), maka hubungan keluarga vang tidak sah it tidak
berarti apa-apa dalam hukum waris.

Karena kelahirsn ity sendiriiah ada hubungan antara ibu daa anak,
Hubungan anak dan Jeki-laki yang membuahkannya tidak ada. Jadi barnlah karena
pengakuannya lahirlah hubungan hukuwen antars anak dan laki-laki yang
mengekuinya. Walaupun demikian kedudukannya tetap lebih lemsah dibandingkan
dengan anak sah, terutama dalam hukum waris, Selain itu anak huar kawin baik
yang digkui meupun tidak, bukan merupaskan hubungan orang tua melsinkan
hanyalah hubungan perwalian,

Mengenal arti pengakuan itu seadiri tidak ada kesatuan pendapat. Apakah
pengakuan it adalah bukii adanya hubupgan kekeluargasn vang alamizh?
Ataukah pengakuan itu adalah suatu perbuaian hukwm yang menimbulkan
hubungan kekeluargaan sehingga bukan keturunanlah melainkan pengakuannya
itu yang menjadi sumber hubungan hukum aotara orang tua dan angkoya.

Bagaimanakah dengan pengakuan yang bertentangan dengan kebenarsn?
Apakah ifu merupakan pemalsuan dalam surat itu sustn perbuatan hukum maka
pengakuan yvang berteniangen dengan kebensran itu boleh dan karepa itu tidak
dapat dituntut pemalsuan afau penggelapan kenyataan. Kalau pengakuan itu
dianggap suvatu perbuatan hukum, yang berdasarkan fakia bahwa yang mengakui
itu adalah orang tua dari anak ite. Karena pengakuan itu bukanlah vpaya bukd
maka sda kemungkingn pengakuan itu dibatalkan ¢leh pengadilan. Karena dasar
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pengakuan ifu adalah fiksi babwa yang diskui itu adalzh anakoya maka tidsk
mungkin bahwa yang mengakui fiu lebih muda dari yang diakuinya,

Menurut perlindungan anak dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia
tahun 1999 diatur dalam pasal 52 sarapai dengan pasal 66, menurut pasal 56
menjelaskan sebagai berikut :
“Ayat 1 setiap anak berhak untuk mengetshui siapa orang tuanys,
dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”
“Ayat 2 dalam hal orang tua spak fidek mampu membesarkan dan
memelibara ansknya dengan batk dan sesuai dengan Undang-Undang ini

maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak olch orang lain
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ™

2.4.2. Akibgst Hukem Pari Status Ansk Luar Kawin Mepurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 862 KUH Perdata hanya memberikan hak mewaris kepada anak luar
kawin yang ads hubungan perdata dengan si pewaris berdasarkan pasal 281 KUH
Perdata (pengakuan dalam akte kelahiran atau akte otentik yang dicatat dipinggir
akte kelahiran). Pasal 362 Ki{IH Perdsts mengikatkan hak mewaris ansk yang
tidak sah pada adanya hubungan perdata antara orang tua dengan anak. Hubungan
vang demikian antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelshiran
kecuali anak zingh dan sumbang antam ayah dan banva terjadi hubungan perdata
karena pengakuan (pasal 280 KUH Perdata).

Jadi dengan kelahirannya maka anak yang tidak sah itu menjadi anak luar
kawin dari si ibu. Dengan pengakuan si ayah ia menjadi anak luar kawin dari si
ayah. Anak luar kawin tidak skan pernah mewaris dar sanak kelvarga orang
tuanya sebaliknya sanak keluarga ndak akan pemah dapat bertindak dalam harta
peninggalan anak luar kawin dari salah seorang anggota keluarganya, Akan tetapi
pasal 873 KUH Perdata memungkinkan terjadi pewarisan yang demikian itu, Jadi
apabila sama sekali tidak ada lagi orang lain, maka anak luar kawin dapat mewaris
dari sanak keluarga orang tuanya dan sebaliknya, dengan menyampingkay negara,
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{Oleh karena anak luar kawin tidak ada hubungan perdata antara dia dan
sanak keluarga dari orang tuanya, maka ia harapir sama sckali berada dilsar tkatan
keluarga. Tidak hanya terhadap sanak keluarga orang tuanya, tapi juga terhadap
ibunya dan ayahnya vang mengakuinya maka anak luar kawin terkebelakang
kedudukannya dibandingkan dengan angk sah. Antarz anak yapng fidak diakui
ayahnya dan sanak keluarganya tidak ada hubungan hukum keluvarga apapun.
Karena itu tidak ada hak mewaris.”

Dialam hal warisan dari anak juar kawin berbeda menurot keadaan apakah
ia harus membagi dengan kefurnnan yang sah dart pewaris atan dengan
suami/isteri vang masih hidup, dengan orang fuanya, movangnya dan seierusnva

atau dengan keluarga selanjutnys dalam garis menyamping,

Perbandingannya pewarisan anak luar kawin dengan ganis keturunan keaias
yaitu bahwa pada pewarisan anask lvar kawin ada pengakuan/pengesahan dari
orang tuanya baru ia dapat mewaris bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang
lain, sedangkan untuk pans lurus keatas tidak perlu ada pengakuan. Juga untuk
anzk luar kawin ja dapat saja mewards bersama-sama dengan golongan I, I, Il dan
IV, sedangkan pada garis furus keatas hanya golongan Il {orang tua) dan golongan
HI (kakek nenek). Tidak ada pengppantian untuk anak lvar kawin (sebab
penggantian terjadi hanya untuk ketunman yang sahy juga tidak ada penggantian
dalam garis lurus keatas, Dan untuk bagian mutlak, baik anak Inar kawin maupun
untuk garis furus keatas, berdasarkan pasal 215 dap 916 KUH Perdata.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan vang sah dan
keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan
yang sah, dalam arti, bahwa yang sate adalah keturunan yang lain berdasarkan
kelahiran dalam ateu sebagai akibat perkawinen yang sah, anak-anak yang
demikian discbut anak sah. Sedangkan keturunan vang tidak sah adalah ketururran
yang tidak didasarkan atas suatu perkswinan yang sah, orang menyebut anak yang
demikian ini adalah anak luar kawin.

% A Pitlo., Op-ciL, hal. 48
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Riduan Syahrani menyatakan bahwa anak yang dilabirkan difuar

perkawinan yang sah adalsh bukan anak yang sah, sehingga membawa
konsekuensi dalam bidang perwarisan, Sebab anak vang dilshitkan di luar

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya (Pasal 43).*' Hubungan kekeluargaan sedarah/nasab dalam Hukum Perdata
mempunyal arfl yang sangal penting. Ada banyak ketentuan dalam hukum
keluarga yang didasarkan atas adanya hubungan darsh, seperti dalam ketentuan
tentang Hukum Perkawinan, antara lain;

3.

mengenai izin kawin (Pasal 36 K.UH, Perdata dan selanjumya, Pasal §
Uury

mengenai jarangan yang disehutkan dalam Pasal 30 K.UH. Perdata dan
selanjutiya, Pasal 8 UUP.;

pencegahan perkawinan (Pasal 61 K.UH. Perdata dan selanjutnya, Pasal 14
U.UP. dan selanjutnys),

datam bhal ada tuntutan batal suatu perkawinan (Pasal 86 K.UH. Perdata dan
Pasal 23 UUDP.):

pada pengesahan anak (Pasal 276 K.U.H. Perdata);

pada peristiwa pembebasan atau pemecatan dari kekuasass orang-tua {Pasal
319 a ayat (2) K.U.H. Perdata dan selanjutoya);

pada perwalian (Pasal 333 K.UH. Perdata dan selanjutnyz),
pada perfunakan/pendewasnan (Pasal 427 K.UH, Perdata);

dalam hal ada perceraian {Pasal 229 K. U.H. Perdata dan selanjutnyva, Pasal 41
UUP};

pada pewarisan (Pasal 832 K.UH. Perdata).

pada permohonan untuk mengundurkan dird dari kewajiban memberikan

* Riduan Syabrani, Sefuk Befuk don Asas-Asas Hukum Perdate, {Sandung | Penerbit Alunni,
1989), Cet 11, him. 100-101.

UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan Pencatatan..., Endang Wahyuningsih, FH Ul, 2009



36

kesaksian di depan Pengadilan (Pasal 1909 K.U.H. Perdata) dan ketentuan
tentang siapa-siapa yang tidak boleh didengar sebagai saksi { Pasal 1910
K ULH. Perdata dan Pasal 145 HIR);

I.  para penghadapnya pada pembuatan Akta Notariil dan orang-orang yang
bertindak sebagai saksi (Pasal 23 P.IN.)

Anak yang labir dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah dari kedua
orang tuanya, sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang
tuanya, Hal ini diatur dalamn Undasg-Undang Nomor | Tabun 1974 tentang
Perkawinan dalam :

Pagal 42 ¢

“anak yang sah adalah apak yang dilahirkan dalam atau scbagad akibat
perkawinan yang ssh.”

Pasal 43 ;
1) anak yang dilahirkan di luar perkawingn hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluargs tbunya.

2y Kedudukan anak tersebut avat 1 di atas selanjutnyn akan distur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pagal 44 :

1} Seorang suami dapal menyangkal sahnya snak vang dilshirkan oleh
istrinya, bilamna ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina
dan anak itu akibat daripada perzinaan terschut,

2} Pengadilan memberikan keputusan tentang sab/tidaknya ansk atas
permintean pihak yang berkepentingan.

Adapun yang menyangkut hak dan kewaiiban antara orang tua dan anak
diatur dalam pasald45 sampai dengan pasal 49,
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Pasal 45

1} Kedua orsng tuz wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya.

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri seadiri, kewajiban mana
berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Pagal 46 :

1} Ansk wajib menghormati orang tuz dan mentaati kehendak mercka
yang baik.

2} Jiks anak telah dewass, ia wajib memelihara mennrut kemampuannys,
orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itw
memeriokan bantuannya.

Pasal 47

1) Anask yang belum mencapat umur 18 {delapan belas) tahun atau belum
pemah melangsungkan perkawinan ada di bawsh kekuasaan orang
tuanya selama mercka tidak dicabut dari kekuasasnnya,

2) (1) Orang tua mewakili anak tersebut mengena: perbuatan hukam di
dalam dan di luar Pengadilan”,

Pasal 48 :

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan
barang-barang tetap yang dimiliki anaknya vang belum berumar 18
{delapan bglas) tahun stan belum perneb melangsungkan perkawinan,
kecuali apabila kepentingan ansk ite menghendakinya™

Pasal 46 :

{1) Salah seorang atau kedus orang tua dapat dicabut kekuasaannya
terhadap seorang anak atau lebih untuk wakin vang tertentu afas
permintdan oreng tug yang lain, keluarga anak dalam garis furus ke atas
dan saudara kandung yang telab dewasa atau pejabat yang berwenang,
dengan kepotusan Pengadilan dalam hal-hal : a. la sangat melalaikan
kewajibannya terhadap anaknya ; b. la berkelakuan buruk sekali,

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap
berkewaiiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Menurat Sodarsono dalam bukunya “Hukum Kekeluargaan Nasional”,
Bahwa kekuasaan orang tua pada prinsipnya meliputi :

a. Kekuasaan terhadap pribadi seorang anak ;
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b. Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak?,

Kekuasaan Terhadap Pribadi Seorang Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan dan mengatur;

1)

2)

3

Berdasarkan pasal 298 ditegaskan bahwa:

“Tiap-tiap anak, dalam wmur berapapun juga, wajib menaruh
kehormatan dan keseganan terhadap pada bapak dan ibunya”.

Si bapak dan si ibu, keduanya berwajib memelibara dan mendidik
sekalian angk mercka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk
memangkn kekuasaan orang tas atau untuk menjadi wali tak
membebaskan mereka dani kewaiiban, memberi tunjangan-tunjangan
dalam kesecimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai
pemeliharsan dan pendidikan itn. Terbadap anak-anak yang telah
dewasa, berlakulah ketentvan-kefentuan tercantors dalam bagian
ketiga bab ini.

Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, dap-tiap anak sampal ia
menjadi dewasa, tetap berpaung i bawah kekuasaan mereka, sekedar
mereka tidak dibebaskan stan dipeeat dar kekuasaan ite. Demikian
menurut ketentuan pasal 299 KUH Perdata.

Adapun yang diatur di dalam pasal-pasal 301 ditegaskan bahwa
“Dengan tidak mengurangt apa yang ditentukan daiam hal pembubaran
perkawinan setelah berlangsungnya perpisahan meja dan ranjang,
adanya perceraian perkawinan dan adanya perpisahan meja dan
ranjang, berwajiblah si bapak dan si ibu, pun sekiranya mereka tidak
memangku kekuasaan orang tuz sedangkan tidsk pula mercka
dibebaskan atau dipecat daxi itu, guna keperluan pemelibaraan dan

2 Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional Rineks Cipea,Jukarta, 1991 123
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pendidikan anak-anak mercka yang belum dewasa, tiap-tiap minggu,
tigp-tiap bulan atau tap-tiap figa bulan, menyampaikan tunjangan
mereka kepada Dewan Perwalian Sedemikian banyzk sebagaimana
atas tuntutan Dewan, Pengadiian Negeri berkenan menentukannya”™.

Apabila si bapak atau $i ihu yaog melakukan kekuasean orang tua
mendapatkan salasan yang sungguh-sungguh unfuk merasa tak puas
karena kelsknan apaknya, maka atas permiptaan dia, ataw atas
permintaan Dewan, asal inl dimajukan demd anjuran dan untuk dia,
Pengadilan Negeri boleh memerintahkan penampungan anak itu untuk
wakiu terientu dalam sebuah Lembage Negara atau partikeliv vang
akan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, Penampungan ini dilakukan
atas btaya si yang memangiku kekvasaan orang tua tadi, atau bilamana
pemangku ini fidak mampu untuk itu, ates biaya si anak;
penampungan vaong demikian, jika anak itu pada hari penetapan Hakim
belum mencapai umur empat belas tahun, hanya boleh diperintabkan
selama-lamanya enam bulan, dan jika ia pada hari penetapan tadi telah
mencapal umur fersebut, selama-famanya safo tahun, pamun sekali-

kalipun tak bolehlah melampaul saat anak itu menjadi dewasa.

Pengadilan Negeri tak boleh memerintahkan pensmpungan yang
demikian, melainkan setelah mendengar Dewan Perwalian dan lagi,
dengan tak mengurangt ketentvan dalam ayat kesatu pasal 303, setelah
mendengar si anak; jika orang {ua yang lain tidak kehilangan hakoya
guna memangku kekuasaan orang tua, maka inipun harus didengar,
atau setidak-tidaknya harus terlebib dabulu dipangeil dengan sah. Ayat
keempat pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan yang terakhir ind,
Ketentuan nomor 4 int terdapat di dalam pasal 302 KUH Perdata,
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b. Kekuasaan Terhadap Harta Kekayaan Anak.
1)} Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjeiaskan dan mengatar;

a. Menurut ketentuan pasal 307 ditegaskan bahwa: "Dengan fidak
mengurangi ketentvan-ketentuan dalam pasal 237 dan ayat terakhir
pasal 319¢, setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang
anak belum dewasa, harus menguruas harta kekayzan anak i,

Ketentuan ind tidak berlaku sekedar mengenal barang-barang, vang
mana, baik karena sesuatu perbustan perdata antara vang masih
hidup, meupun karena sesuatu surat wasiat, t¢lah dihibahkan atau
dihibshwasiatkan kepada anak-ansk, dengan penegssan, bahwa
pengurusan akan barang-barang tadi hendakoyas disclenpgarakan
oleh seorang pengurus ataw lebih, Jain dari pada si pemangku
kekuasaan orang tua sendiri dan yang dimunjuk puls di dalamnya.

Kendati adanya peagangkatan pengurns-pengurus istimewa seperti
di atas, namun berhakiah si pemangku kekuasaan orang fug, sclama
anaknya belum dewasa, meminta perhitungan tangpung jawab dari
pengurus tersebut,

b. Barapg siapa karena kekuasaan ocrang fua yang ada padanya,
berwajib mengwrus harta  kekavaan anakesnaknya, harus
bertanggung jawab baik stas kemilikan harta kekayaan tadi, mau
pun atas sepala hasil dard barang-barang, yang mana ia
diperbolehkan menikmatinya.

Mengenai barang-barang yang menurut Undang-Undang fa
diperbolehkan menikmati hasilnya, bertanggung jawablah ia atas
kemiiikan barang-barang itu. Ketentuan ini termaktub di dalam
pasal 308, sedangkan di dalam pasal 309 ditegaskan bahwa; la tak
boleh memindahtangankan harta kekaysan anak-amaknys yang
belum dewssa melainkan memperhatikan aturan-atursn tercantum
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dalam bab kelima belas buku kesatu teniang memindahiangankan

barang-barang kepunyaan anak-anak belum dewasa,

c. Adapun hak dan kewajiban ayah atau ibu yang memegang
kekunasean orang tua diatur di dalam pasal 311, 312 dan 313 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, vakni:

a)

b)

Setiap bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua
stau menjadi wali, berhak menikmati segala hasil harta
kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa, Apabila baik si
bapak, maupun si ibu dibebaskan dart kekuasaan orang tua atau
dari perwalian, maka kedua merckalah yanp berhak menikmati
hasil-hasi] tersebut.

Pembebasan si bapak ateu st ibn yang melakukan kekuasazan
orang tua atay perwalian. Sedangkan oreng tva yaag Iainnya
telah meninggal atan dipecat dari kekuasaan orang tua atau
perwaliannya tidek mempunyai akibat-akibat terhadap hak
nikmat tersebut.

Di balik hak nikmat itu adalah beberape kewajiban sebagai
berikut

1) segala kewajiban yang ada pula di balik hak pakai

hasgil;memelihara dan mendidik sekalian anak;

2) membayar scgala angsuran dan segala bunga atas uang
pokok;

3) membiayai penguburan anak.
Hak nikmat hasil tidak ada

1)} terhadap segala barang vang diperoleh annk-anak karens
keria dan usaha sendiri;

2} tethadap scgala barang yang karena sesuata perbuatan
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perdata antara yang masih hidup, atau karena sesuatu surat
wagiat teiah dihibabkan atan dilibahwasiatkan kepada
anak-anak, dengan penegasan, bahwa kedua orang tua tak
boleh menikmati hasiloya.

Datam Kompilasi Hukum Islam Orang Tua berkewajiban:
1} Sebagai Wali dalam Perkawinan (Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam)

2) Pemeliharaan anak termasuk mewakili anak dalam perbuatan hukum di dalam
ataupun di luar Pengadilan (Pasal 98 Kompilasi Hukum Islem).

Dalam pasal 2 Usdang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 fentang
Kesejahteraan Ansk merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1} Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuham dan  bimbingan
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganys maupun di dalam asuban
khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2} Anak berhak atas pelavanan untuk mengembangken kemampuzn dan
kehidupan sosialnya, sesuni dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi
warga negara yang baik dan berguna.

3} Anak berhak atas pemelibaraan dan perlindungan, baik semasa dalam
kandungan maupun sesudah dilahirkan,

4y Apsk berhak atas perlindungan terhadap lingkengan hidup yang dapat
membahayakan ataw menghambat perfumbuban dan perkembangan dengan
wajar,
Menuarut hukum perdata barat yang memuat ketentuan hukum tentang
kekeluargaan dikenal golongan ansk sebagai bertkut:
2. anak sah

b. anak tidak sah/anak luar kawin, yang terdiri dari :

* trma Setyowat] Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Takaria: Bumi Aksara, 1990), Cet.
1, him. 16-17.
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1) Anak tidak sah yang diakui bapakya.
2} Anak tidak sah yang tidak diakui oleh bapaknya.
Dengan adanya perbedaan status anak tersebut dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, menycbabkan timbulnya beberapa perbedaan dalam
masalzh mengenai

1) Hak memakai nama keloarpa
2} Pemberian jzin perkawinan
3) Hak untuk mewarisi

4} Kekuasaan orang fua

Darl ketentuan di atss, maka penulis berpendapat bahwa anak yang
dilahirkan dari perkawinan wanita hamil adalsh memiliki hubungan nasab dengan

kedua orang tuanya dan kedua orang tua anzk tersebut wajib memenuhi kebutuhan
anaknya, baik mendidik, memelihara, perwalian nikah dan mewakili dalam scgala
perbuatan hukum di dalam stavpun di lnar Pengadilan serta segala hak-hak anak
dari kedus orang tuanya dengan sendivinya melekat kepadanya, seperti hak nasab,
hak waris-mewarisi, hak nafksh hak perwalian dan lain sehagainya,

Anak luar kawin (jadi, bukean anak tidak sah yang Iahir karena akibat zinah
atau sumbang) dapat disahkan, dan itu dapat dilakukan menurut cara yaitu dengan
perkawinan orang wanya (kalau anak itu terlebih dahmlu sudah diakui) atau diakui
pada pelangsungan perkawinan oleh bapaknya, atau dapat pula disahkan dengan
surat-surat pengesahan, jika bapaknya lalai mengakui anak ity sclambat-lambataya
pada pelangsungan perkawinan,

Pengakuan sesudab perkawinan tidak berakibat pepgesahan anak-anak
bersangkutan; dabulu pembentuk Undang.Undang mengkhawatirkan bahwa jika
diadakan ketentuan yang kebalikannya akan timbul bahaya, yaitu babwa dengan
itu akan dipancingkan suatu adopsi (pungut anak) vang tidek dikehendaki dan
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yang nyata-nyata lantas dimungkinkan adanya. Dengan pengesahan si anak lantas
memperoich kedudukan sebagai anak sah.

Pengakuan oleh si bapak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibunya
selagi si ibu masih hidup. Maksud ketenfuan ini ialab untuk mencegah, bahwa
orang asing tanpa bantuan si ibu menyatakan diri sebagai bapaknya ataupun
bahwa orang asing dengan senjata pengakuan yang Hdsk benar berussha
memperoleh keuntungan keuangan.

Anaknya sendiri, meskipun ia sudah dewasa, tidak dapat menghalang.
halengi pengakuan it Yang ada pada anak atau wakilnya menurut KUH Perdata
ialah wewenang untuk membantah suatu pengakuan yang telah teriadi. Pengakuan
itu hanya dapat dilakukan apabila 57 bapak telah berumur 18 tahun atau apabila ia
tentu saja dengan dispensasi kawin pada usia yang lebik muda dari 18 tahun,
didalam bal mana pengakuan ite (melulu) dapat dilakukan pada pelangsungan

perkawinan.*

Menurut KUH Perdata, pengakuan oleh seorang ayah, yang belum berusia
18 tahun, dilakukannya sendiri dan tidak oleh walinya. Bahkan bantuan dari wali
tersebut sama sekali tidak diperiukan. Pengakuan it merupakan suatu perbuatan
vang bersifat murni pribadi. Seorang aysh yang mengakui anak luar kawin itu
tidak disyaratian adanya suatu perbedaan wmur rrigimum.

Sanak keluarga sedarsh yang terjalin akibat perkawinan yang tidak sah
hanyalah diangpap sebagai sanak keluarga dalam hukum warls, sepanjang ada
hubungan perdata antara mereka dengan sanak keluarga. Babwa seorang ibu tidak
dapat melahirkan ansk tidak sah, karena dengan kelahiran saja sudah terjadi
hubungan perdala antara ibu dan apak. Antara ayah dengan anak hubungan ini
hanyalah terjadi oleh pengakuan dari sang ayah (pasal 166 KUH Perdata). Anak
yang tidek sah, yang hubungan perdata dengan satu orang tuanya dingmakan anak
fuar kawin dari orang fua ito.

* Djubsendal Hasa, Hokum keluarga setelah berlakunya U0 No. 171974, Amico,
Bandung 988, hal, 48,
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Antara anak yang tidak diakui oleh ayahnya dan sanak kelvarga ayahnya
tidak timbul suatu hubungan hukum. Sepanjang tidsk ada hubungas perdata, akan
tetapi ukum {31 1bu), atau oleh pengakuan (si ayah) maka hubunpan keluarga
yang tidak sah itu tidak berarti apa-apa dalam hukum waris. >

Status anak luar kawin kawin tercantum dalam pasal 43 ayat 1 dan 2 KUH
Perdata. Pasal 43 ayat 1 menyebutkan: ansk yang dilahirkan diluar perkawinan
hauya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Isi pasal
ini sesuai dengan dasar pemikiren bukum adat yang memberikan hak dan
kewsajiban st anak tehadap ibunya dan keluarganya ibu, Disini si anak diberi status
perdata yang jelas meskipun hsmya dengan ibu dap keluarga ibu {(didalam Pasal
280 KUH Perdata, anak luar kawin hanya mempunyai hobungan keperdataan
dengan bapak/ibu yang mengakuinya saja, jadi dimungkinkan seorang anak luar
kawin tidak diekui oleh kedusnya baik oleh ibunmya maupun oleh bapaknys),
ketentuen ini karena merupakan hukurs nasional berlakn bagi semua warga negara
Indonesia baik asi: mavpun keturunan,

Undang-Undang perkawinsn dengan demikian memberikan status yang
jelas dan pasti bagi seorang anak luar kawin. Pasal 43 Undang-Undang Nomar 1
Tabun 1974 ayat 2 mengatakan bahwa kedudukan anek terscbut akan distur
dengan peraturan pemerintah tapi sampai sekarang ketentuan i belum ada. Pasal
44 Undang-Undang Nowmor 1 Tahun 1974 mengatur hak seorang suami untuk
menyangkal kebapskannya atas seorang vang dilahirkap isterinya kalau temyata
dan dapat dibuktikan bahwa isterinya itu berzinah.

Proses statug anak ini selama belum ada peraturan yang merupakan
peraturan  pelaksanssnnya tefap dipakai ketentuan yang berloku scbelum
diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang melalui pasal 66
kembali kepada ketentuan sebelumnya yang berlaku bagi masing-masing,

5 Hartono Surjopratiksio., Hukum wards fanpa wasiat, cet. | Sie Notariat Fak, Hukum
UGM Yogyakartz, 1982, hal. 192,
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Pasal 873 ayat 2 KUHPerdata mengatakan jika anak Inar kawin meninggal
dunia maka yang mewatis inlah:

1. ketunnannya dan isteri/suaminya kalau ia tidak ada maka,

2. bapak atau ibu yang mengakuinya dengan sandara-gaudara beserta
keturunannya, dan kalao ini tidak ada, maka

3. keluarpa yang terdekat dan ayah/ibu yang mengakuinya *

Pemerintah mengapuskan penyebutan anak luar kawin dalam Akta
Kelshiran bagi anak yang lahir di luar pernikaban,. Selanjutnya, untuk anak-anak
itu akan disebut sebagal "anak daf seorang ibu’, kemudian ditkuti penyebutan
nama ibundanya. Perubaban penyebutan ini dimaksudkan untuk menisga
perkembangan kejiwaan anak. Ini demi masa depan si anak, tanpa menghiraukan
bagaimsana proses ia dilshirkan, Anak lvar kawin yang berarti anak haram adalah
schutan vang menganggap seorang anak sebagai pelaku dosa. Int tidak bailc untuk
perkembangan kejiwaan anak. Setiap anak memiliki bak vang sama. Kalau pun ia
dilahirkan akibat hubungan di luar nikah, maka anak tak layak untak menanggung
dosa sosial itu. Upaya inf juga bukan berarti bentuk melegalkan hubungan di Iuar
pikah. “Kalaw pun hubungan di loar nikah itu dosa, maka si apak tidak harus
menjadi korban akibat perbuatan bapak ibunya,

Bagaimanapun, kewajiban melindungi anak harus lebih diutamakan
daripada tudingan melegalkan perzinahan, Sefiap anak mempunyai hak
mendapatkan perlindungan aken segala hal, termasuk di dalamunya hak
inendapatkan identitas did. Jika seorang anak yang dilahirkan tanpa kehadiran
seorang ayah karepa suatu hal, schingga ia tidak bisa mendapatkan Akta
Kelahiran, maka ia akan mendapat kesuliten untuk melanjutkan kehidupanpya.
Padahal, banyak hal yang berhubungan dengan adminisirasi membutuhkan bukti
identitas. Upaya memberi Akta Kelahiran untuk anak di luar nikah, adalah untuk
menghormati kepentingan dan hak seorang anak. Sebab, kelahiran anak tanpa
kehadiran seorang ayah bukanlah kesalahan st anak itu. Tidak seharusnya sang

% Kapojos M., Diktat hukum waris, Palultas Hulum UNSRAT Manado, 1987
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anak mendapatkan bukuman dengan tidak diperkenankan memiiiki Akta
Kelghiran’,

States anak yang dilahirkan disnggap sebagai anak #Hdek ssh,
Konsckuensinya, ansk hanya mempunyai hubungen perdata depgan ibu dan
keluarga ibu. Artinya, si ansk tidak mempunyai hubungan hukum terhadap
ayshnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 Komplasi Hukum
Istam). Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar
nikab, schingga hanya dicantumnkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan
berupa status sebagai angk fuar nikah dan tidak tercantumaya nama si ayah akan
berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status si apak di muka hukum, mengakibatkan hubungan
antara aysh dan anmak fidak kuat, sehingpa bisa saja, suatu waktu ayahnya
menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan
adalah, snak tidak berhek atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan
‘warisan dari ayahnya.

2,43, Pengaknan Anak Luar Kawin
1. Pengertian Pengakuan Anak

Pengakuan Anak merupakan pengakuan yang dilskukan oleh bapak atas
anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menugut bukum,

Pada dasarnya, pengakuan anak bisa dilakukan baik oleh ibu maupun bapak, tetapi
karena berdasarkan UU Nomori/1974 pasal 43 yang pads intinya menyvatakan
bahwa anak yang lahir di Juar perkawinan tidek mempunyai hubungan perdats
dengan ayahnya, maka unfuk mendapatkan hubungan perdata yang bary, seorang
ayah dapat melakukan Pengakuan Anak.
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2. Harus Ada Persetujuan Ibu

Meski ada ketentuan yang memungkinkan seorsng laki-laki atau bapak
melakukan pengakuan anak, namun pengakuen itu hanya bisa dilakukan dengan
persetujuan ibu. Pasal 284 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu pengakuan
terhadap anak loar kawin, selams hidup ibunys, tidak aken diterima jika si ibu
tidak menyetojui. Pasal 278 KUH Pidanapun mengatur tentang ancaman pidana
bagi orang yang mengakui anak Juar kawin yang bukan anaknya.

3. Ketentuan yang mengatur tentang Pengaloaan Anak Luar Kawin

Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam KUH

Perdata:

1y Pasal 280 menyatakan behwa dengan pengakuan vang dilekukan terhadap
anak Inar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau
ibunya,

2y KUHPerdata juga memungkinkan secrang bapak melakukan pengakuan ansk
pada saal atau setelsh perkawinan dilangsungkan. Seperti yang ditetapkan
dalam pasal 273, yang menyatakan bahwa anak yang dilehirkan di Juar kawin,
selain karena perzinaban atay dosa darah--, dianppap sebagai anak sah,
apabila bapak dan ibunya itu kemudian menikah, dan sebelum perkawinan
diselenggarakan, ansk fersebut diakui oleh bapak ibunya.

3} Ketentuan lain mengenai pengakuan anak Tuar kawin diatur dalam pasal 281
sampai dengan 286

4, Kapan Pengakuan Ansk Luar Kawin bisa dilakokan

Pengakuoan anak fuar kawin bisa dilakukan bilamana anak luar kawin yang
dimaksud adalah akibat adanya hobungan seorang laki-laki dan perempuan yang
statusnya adalah:
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13 Kedua pihak masih lajang (tidak dalam ikatan perkawinan yang sah)
2y Akibat adanya perkosaan

3) Kedua pihak sudah melakukan perkawinan, tetapi lalai mengakui anak luar
kawinnya, maka atas swrat pengesahan dari Presiden, pengakuan dapat
dilakukan.

5. Pengakoan Ansk vang Dilarang (Pasal 282 KUH Perdata):

1) Oleh anak vang belum dewasa, atau belum mencapal usia 19 tahun;
(Catatan:  Khusus bagi perempuan yang melakukan  pengakuan,
diperbolehkan meski ia belum mencapui usia 19 tabun)

2) Dilakukan dengan paksaan, bujuk rayu, tipn dan khilaf;
33y Ibu dari anak tersebut tidak menyetujui;

4) Terhadap anak yang dilahirkan akibat hubungan antara pihak yang masth
terikat perkawinan (zinah) maupun anmak sumbang kecuall mendapat
dispensast dari Presiden. (dmok sumboang adaloh anak yang iahir dari

hubungan anlara dua orang yang dilarang menikah satu sama lain).

6. Kewajiban yang Harus Dilakukan

Kewnjiban seorang bapak ini berkaitan dengan hubungan perdata yang
sudah terjalin setelah ada Pengakuan Anak, yakni:

1) memberi natkah kepada anak yang diakui
2y menjadi wali dari anak yang diakui, saat dibutubkan

3) mewariskan hartanya kepada anak yang diakuinya
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7. Pengakuan terhadap Anak Yang Belum Lahir

Dimungkinkan pula pengakuan yang dilakukan terbadap anak yang belum
lahir, Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 2 KUH Perdata, yang menyatakan
bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai
telah dilahirkan, bilamana kepentingan anak menghendakinya.,

Dengan demikian, sebelum anak yang diskui terssbut lahiv, maka bisa
terjadi hubungan hukum kekeluargaan antara ayah dengan anak, sebagai akibat
adanya pengakuan secars parental lerbadap anak yang belum lahir tersebut.
Biasanya pengakuan sebelum labir ini diterapkan pada peristiwa khosus yang
merupakan pengecualian untuk suatu kepentingan, misalnya dalam ha!l warisan
Akibat terpenting dari pengakuan anak schelum lahir adalab selurvh hubungan
hukum kekeluargasn serta seowa akibat bukum yang berkaitan dengan itu berlaku
pada saat anak tersebut dilahirkan.

8. Syarat-Syarat pembuatan akte pengakuan
1} Fotokopi KTP kedua orang tua
2y Kartu keluarga
3) Akte Kelahiran anak luar kawin

4) Surat pernyatasan dari yang bersangkutan bahwa tidak terikat perkawinan
dan anak yang diakui adalah anak mercka.

9. Bentuk Pengakoan Anak

Pengakuan Anak dapat dituangkan antarz lain dalam Akta Notaris atan
pada Akta Kelahiran atau Akta yang dibuat oleh Pejabat Catatan Sipil (di lfuar
pengadilan). Atau dimungkinkan pula dengan Akia Perkawinan sendiri.
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Jemis Aktn Kelahiran

Akta Kelahiran digolongkan menurui jarsk wakiu pelaporan dengan kelahiran,
Ada 3 jenis Aktz Kelahiran, yaitu :

1) Akta Kelahiran Umum. Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan
kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 {enam
putuh) hari kerja bagi WNI dap 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak
tanggal kelahiran bayi.

2y Akta Kelshiran Istimewa. Akta Kelahiran yaog dibuat berdasarkan laporan
kelahiran yang telah melampaui batas wakty 60 {enam puluh) hati kera bagi
WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagt WNA sejak tanggal kelahiran bayi.

33 Akta Kelahiran Dispensasi. Akian Kelahiran yang dibuat berdasarkan
Program Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang lehir
sampai dengan fanggal 31 Desember 1985 dan terfambat pendafisran /
pencatatan kadahicannya,

Akta Kelahiran telah dilakukan sejek jaman kolonial Belanda dan sampai
sagt ini aturanuya pun warisan dari kolonial. Pencatatan kelshiran berpedoman
pada staatsblad walaupun berdasarkan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 3
VLVINA 966, tanggal 27 Desember 1966 vyang menyebutkan dalam
penyelenggaraan catatan sipil tidak fagi menggunakan penggolongan penduduk.

Aturan pencatatan Akta Kelahiran yang masih berlaku adalah Staatsblad
Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahom 1927 Nomer 564 tentang Pencatatan
Sipil bagi orang Indonesia dan Stamsbiad Tahun 1933 Nomor 74 jo Staatsblad
tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil bagi orang vang memiliki Sumber
Daya Manusia memadai dan memabami sistemn pendataan atau registrasi
kependudukan,

Sistem registrasi penduduk  dipertanyakan oleh masyarakat karena
negara/dalam hal ini instansi terkait seringkell meminta sermua persyaratan
termasuk kepemilikan Akia Kelahiran pada saat orang tersebut melakukan
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perpanjangan seperti Kartu Tanda Penduduk, paspor, dan lain sebagainya, Dengan
demikian negara dalam hal ini pemerintab perln meninjsu kembali hukum-hukom
yang ada dan meninjau kembali peraturan-peraturan pelaksanaan tentang
pencatatan kelahiran untuk memastikan tidak adanya diskriminasi gender, anak
yang lahir diluar nikah, einik minoritas, masyarakat yang terpingpirkan daa lain-
iain berdasarkan kepentingan terbeik bagi anak. Implikasi peninjauan peraturan
adalzh timbulnya penyederhanaan tata Jaksana dan persyaratan, aksesibilitas pada
pelayanan, otonomikewenangan vang lebih terdesentralisasi, sehingga registrasi
kelahiran anak akan menjadi bagian darl pelayanan publik vang efekiif dan efisien.

Pengakuan resmi ates peristiwa kelahitan akan menjadi dasar dari hak-hak
sipil dan politik yang selanjutnyas menjadi landasan bagi pemenuhan hak-hak
ekonomi sosial dan budaya.

Status hukum yang jelas akan membuat ansk mendapatkan perlindungan
hak-haknya yang legal, Karena itn Akia Kelahiran memjadi sanpat penting bagi
herbagai hal yang berhubungan dengan masa depan ansk. Berbagai peristiwa
ketidak patutan seperti perkawinan usia di bawah umur, kesulitan dalam mendapat
pendidikan dasar terjadi akibat anak-anak yang tidak memiliki kejelasan statug
hukum karena tidak memiliki akta kelahiran,

Daia tingkst pencatatan kelahiran di Indonesia belum banyak diketabui
secara  akurat. Padabal data ini sangat diperlukan dalam  perencanaan
permbangunan., Berbagai penclitian memperlihatkan bahwa memang tetjadi
peningkatan kesadaran akan pentingnya keberadaan Akta Kelahiran dibandingkan
setelah  berbagal kepentingen mensyaratkan adanya Akta Kelshiran, tetapi
masyarakat belum segera mengurus Akta Kelahiran anaknya, setelah anaknya
Ishir. Mereka baru mengurs ketika terbentur dengan keperluan pendidikan anak.

Mereka juga merasa penting untuk mengetahui tentang wakiu kelahiran
anaknya misalnyz secara tak resmi membuat catatan kelahiran yang dituliskan di
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balik pinturumah, di bagian samping lemari, di kayu kuda-kuda ramah dsb. Yang
dicatat terutama, hari, tanggal, dan tahun.

Tanggal dan hari kelabiran (Weton misalnya Jwn’at Pon, Rabu Wage,
Selasa Kliwon, Kamis Legi alau bulan-bulan Arab) bagi masyarakat Jawa sangat
penting untuk perhitungan akan peristiwa utama dalam hidup seperti: sunatan, hati
perkewinan, pindah rumah dsb schingea secara kultural pencatatan kelahiran
menjadi suatu bagian penting di masyarakat Jawa,

Prosedur peroleban Akia Kelahiran seharusnya dapat dilakukan mudah
dan tidak berbelit. Bagi mereka yang {clah lengkap persyaratan, yakni memiliki
KK (Kartu Keluarga), dan fotocopy Akta Perkawinan. Selanjutnya mereka dapat
mengurus ssgera setelah anek mereka lahir dengan mendapatkan surat Keterangan
Lahir di Kelurahan yang diketahui oleh pihak Kecamatan, dengan surat-surat ini
mereka langsung ke Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh Akta Kelahiran,

Akia Kelabiran anak adalah sanpat penting karena menyangkut
perlindungan status hukum dan perlindungan hak-hak anak. Status hukum apak
adalah penting dalam kehidupan anak karena menyangkut perkembangan anak di
masa depannya. Sampai saat ini masih belum banyak penduduk yang mempunyai
Akta Kelahiran, sebagian besar masih ferbatas pada fingkat pengetahuan fentang
kegunaan akia terscbut untuk berbagei urusan, Hambatan umtuk mendspatkan
Akta Kelahiran terjadi pada berbagai pihak, pihak masyarekat atau keluarga
disamping ity kurang mengertinys kegunaan dan sefuk beluk pengurusan seria
masalah bigya yang dirasakan tinggt dan birokratis,

Di pihak pemerintah, kurang transparansinya para petugas, kurang cepat
datam pengurusan karena dikaitkan dengan berbapai tugss kedinasan lain serts
kurangnya kesadaran atas pelayanan publik yang menjadi tupas  aparat
menyebabkan rendahnys tingkat pencapaian perailik Akta Kelahiran,

UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan Pencatatan..., Endang Wahyuningsih, FH UI, 2009



54

2.4.4. Akta Luar Kawin, Pengakuan Ansk dan Pengesahan Anak
1. Akéa Lusy Kawin.

Akta ini diperuntukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang tunduk
pada staatsblad 1849 Nomor 25 dan Staatsblad 1917 Nemor 130 Jo, 1913 Nomor
£1. Akia ini dikeluarkan karena anak yang lahir sebelum kedua orang tusnya
melangsungkan perkawinan yang syah menurut hukum Negars, pamun tidsk
berarti kedus oreng tuanya fidak moclangSungkan perkawinan, hanva saja
perkawinannya dilakukan secara hukum adat yang berlaku padanya.

Apabila anak yang lahir itu adalah anak tuar kawin secara hukum, maka bapaknya
terputus ikatan kekeluargaannya secara perdata kepada anak yang dilahirkan
tersebut. Jadi hanya terikat pada ibunya saja. Akia Kelahiran anak tersehut dapat
diterbitkan oleh Catatan Sipil, dalam skia dimaksud tidak dicantwnkan nama
bapaknya, vang dicantumkan hanvalah nama ibuoya dan pama anak yang
didaftarkan pencatatannya.

2. Akia Pengakuan Anak

Akta Pengakuan Anak adalah bsgi seluruh Warga Negars yeng tunduk

pada staatsblad 1849 Nomor 25 dan staaisblad 1917 Nomor 130 Jo. 1919 Nomeor
61. Asal mula dikeluarkan Akta ini karena anak yang fahir sebelum orang tuanya
melangsungkan perkawinan yang syah memuut hukom, schingga anak ito lahir
sebagai anak di luar nikah.
Apabila hukum yang berlake bagi bapaknya mengiiinksn mengalul ansk luar
nikah dan bapaknya telah mengakui menurat hukum, pemberitashuan olch
bapaknya dianggap scbhagai pengakuan anak tersebut. Selanjutnya maka Catatan
Sipil menerbitkan Akta Pengakuan Anak.
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3. Akta Pengesahan Anak

Dalam Pasal 50 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, terdapat pasal mengenai pengesahan anak luar nikab dalam
perkawinan orang tuanya. Proses pengesahan anak huar kawin dalam perkawinan
orang tuanya, pada hakekatnya adalsh proses pengakuan dan pengesshan yang
dilaksanakan sekaligus. Pelaksanaan pengesaban anak ini dapat dilakukan setelah
perkawinan dua mempelai sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tabun 1974,
namun telab mempunyai anak di luar kawin, maka anak tersebut disahkan sebagai
anak suami isteri bersangkutan oleh Pengadilan Negeri dan Kantor Catatan Sipil
di tempat dimana telah dicatatkan serta diterbitkan Aktanya,

2.5, Impiementasi Undang-Undang Nomor 23 tabun 2006 di Kota Depok

Untuk mengirplementasikan  Undang-Undang Nomor 23  tentang
Administrasi kependudukan yang mewajibkan setiap kejadian peristiwa kelahiran
maka diatur waktu pelaporan 60 hari sejak keiahiran, dan apabila melampaui batas
tersehut maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Dimars ketentuan mengenal pencstatan Kelahiran menurut Kantor Dinas
kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok®’ adalah :

a) 0-—60hari = terdaftar langsung
b} 60 I thn = persetujuan Kepala dinas Catatan Sipil

¢} >lthn = penetapan Pengadilan Negeri,

Akta Kelshiran yang dikeluarkan memiliki 3 (tiga) status hukom
yaitu ;
1. Anak pasangan suarmi isted dard perkawinan sah.

2. Anak scorang ibu,
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3. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketshui keberadaan
orang tnguya,

Pemohion Akta Kelahiran mengajukan permohonan secara tertulls
kepada Kepala Dinas dengan menggunakan formulir yang sesuai dengan
Peraturan Walikota Depok Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubshan Atas
Keputusan Walikota Nomor 38 Tahua 2004 tentang Prosedur dan Tata Cara
Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatstan Penduduk dan  dengan
melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Kelahiran dardi yang berwenang {Dokter, Bidan, Rumah Sakit,
Dukun Beranak, Nahkoda, Pilot).

2. Sumt Keterangan Xelahiran dari Kelurahan

3. Fotocopy Akta Pernikaban/Akta Perkawinan orang tua, dan diperlihatkan
aslinya/telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang,

Bagi pencatatan yang mengharuskan meminta ijin dan penstapan dari
Pengadiian Negerd (untuk pencatatan > 1 tahun) hal inf menjadi kendala bagi
masyarakat yang belum mendaflar, karena “terbentur fakior bisya, waktu den
administrasi karena diterapkannya denda sebeser Rp. 50.000 (lima puluh ribn
rupiah). Sedangkan sebelumoya penerapan dende ini tidak ada

Sedangkan kendala delam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 bagi Kancapil Kota Depok laionya adalah pada pencatatan yang masih
dilakukan secara manual, sehingga menyulitkan bagi pihak Kantor Catstan Sipil
dalam memproses pengklasifikasian data kelahiran sesual kelompok anak sah atau
anak luar kawin.

*7 Wawancara dengan Kabid Dinas Kependuduakan dan Catatan Sipil Kota Depok pada 17
Nopember-17Desember 2008
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Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini
pihak Dinas Kependudukan dan Caftatan Sipil Kota Depok, telah melakukan
sosialisasi kepada masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan dalam hal
pencatatan anak vang labir secara langsung kepada Dinss Kependudukan dan
Catatan Sipil. Respon dari masyarakat terhadap sosialisast ini masih kurang
optimal terutama dalam bal pencatatan anak luar kawin. Pada umumnya mercks
sehagal orang tua dalam ypencelatkan kelehiran ansk luar kawin ini
mewakilkannya pada orang Iain scteleh semua kelengkapan persyaratan dipenuhi.
Hal ini mencerminkan kuraognya kesadaran orang tua dalam mengupayakan
kepastian hukum menyangkut keberadaan anak mereka dikarenakan keengganan
mereka berkaitan dengan status anak mereka sebagai anak luar kawin™.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,
pencantuman nama anak luar kawin mengalami perubahan. Dari contoh kutipan
Akta Kelahiran yang peoulis dapatkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Depok, pencantuman nama anak luar kawin discbutkan :
“Anak ke... dari.... (nama ibu)”. Jadi pencantuman status tidak lagi “Anak Luar
Nikah dari...(nama ibu)”.

Dampak positif dari perubghan dan kebijakan atas pencantuman anak luar
kawin ini seharusnya dapat memberikan motivasi kepada orang tua kbususnya lhu
dari anzk tersebut untuk mencatatkan kelahiran anaknya secara sah. Sedangkan
dampak yang kurang diinginkan, dalam pencatatan anak yang lebih dari tenggang
waktu 1 (satu) fahun adalah haras melalui penetapan dar pengadilan negri. Hal ind
mernbuat proses pencatatan semakin panjang dan lama.

® Wawancara dengan Kabid Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok pada 17
Nopember-1 7TDesember 2008
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Salah satu alasan masyarekat bahwa mereka tidak mencatatkan anak luar
kawin yang lebih dari 1 (satu) tahun adalah karena adanya birokrasi di pengadilan
negri, dimana proses pengurusan menjadi lebib panfang dan memakan biaya
Tentu hal ini perlu mendapat perhation dan kerjasama yang baik dari semua pihak
untuk dapat mengupayakan pembaharuan dan perkembangan yang lebih baik dari
peraturan / Undang — Undang Nomor 23 Tshun 2006 ini tanpa memberatkan
masyarakat khususnya orang tua yang ingin mencatatkan kelahiran anaknya,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam hal ini sangat membantu
bagi kelancaran proses pencatatan kelahiran anak asalkan sepyua persyaratan tetah
dipenubi. Selain memberi kemudahan dalam prosesnya, instansi ini juga telah
memberikan sosialisasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 talun
2006 melalui surat edaran berupa perpberitahuan pelaksaoean Undang-Undang
No.23 Tahun 2006 dan batas wakio dispensasi pencatatan kelahiran,

Hai-hal penting lainnya menyangkut peningkatan muta pelayanan dalam
proses pencatatan Kelahiran ini juga mendapat perhatian dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipit, Salah satu caranya, dengan membuat kotak
saran di setiap ruang tunggu, sehingga masyarakat dapat secara langsung menulis
satan yaog berguna, yang pantinya akan menjadi masukap bagi pibak Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dalam meningkatkan mutu dan peleyanan
kepada masyarakat.

Koordinasi antar berbagai pihak dalam bal ini jupa membawa peranan
penting, karepa tujuan dari pembentukan Undang-Undang No.23 Tahun 2006
adalab untuk menciptakan perbaikan dan kemajuan di bidang Administragi
Kependudukan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas scbagal warga
negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban dalam kebidupan bemegars
dan bermasyarakat.
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PENUTUP

31. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah penulis

telaah dan kaji, maka dapat distimputkan:

1) Ketentuan dalam Undang-Undaog No 23 Tahun 2006 tentang

2)

3

Kependudukan telah memberikan penghargaan atsu  penguatan
terhadap status anak luar kawin. Serta memperbaiki kelemaban-
kelemahan yang ada pada Undang-Undang sebelumnya, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan
pelaksanaannya PP Nomor ¢ Tahun 1975,

Pencatatan Kelghiran Ansk Luar Kawin diatur dalam Pasal 49
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006, Hal ini menunjukkan bahwa
anak [uar kawin juge dilindungi oleh Undang-Undang. Selanjutaya,
pelaksanaan pencatatan kelahiran anak luar kawin dilaksanakan sesoai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Momor 37 Tahun 2007
tentang Pelaksansan Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan.

Bentolk pelaksanaan pencatatan kelahiiran sekarang dibandingkan
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini
adalah terdapat perubahan dalam hal kebijakan dalam penentuan status
anak yang labir lebih dari satu tahun, dimana bisa dinungkinkan oleh
pengadilan negri untuk merubah pencantuman status ansk Inar kawin
menjadi anak dari Tbu. Hal ind telah memberi penghargaan yang positif
bagi anak luar kawin.

Impiementasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 Di Kota Depok,
vang hanya diperkuat oleh Peraturan Pelaksanaan Walikota Nomor 4
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Tahun 2007, menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tabun
2006 ini belum disosialisasikan secara baik dan lvas di seluruh
wilayah Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2006 ini
masih bersifat parsial karena belum dikeluarkannya Peratoran
Pelaksanaan (PP) dari Pemerintah Pusat.

3.2. BARAN

Mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Kependudukan ini, penulis memberikan saran;

1)

2}

3)

Perlunya pasal atau peraturan tambahan mengenai hak watris pada anak
[uar kawin. Jelasnya status hukum ansk luar kawin sebagai akibat
terbitnys  Undangtndang Nomor 23 Tahun 2006 memang
memberikan kekuatan hukum yang jelas bagl anak Juar kawin
terutama  dalam menghadapi  kasus-kasus hukum perdata yang
seringkali berkaitan dengan hak waris anak luar kawin tersebut.

Perlunya sosialisasi dan implementasi secara luas mengenal Undang-
Undang Nomeor 23 Tabun 2006 tentang Kependudukan di selumh
negara Indonesia. Karens magih adanya daerah-daerah di Indonesia
yang memiliki hukum adat sendini yang terkadang belum menerapkan
sistem pencatatan perkawinan negara,

Sebagai bentuk Implementasi dari Undang-Urdang Nomor 23 Tahun
2006 di Kota Depok, sebaiknya pemerintah daerah Kota Depok secara
rutin memberikan pelayanan nikah massal sccarg gratis. Pelavanan
pikah massal ini ditujukan kepada lapisan masyarakat bawah, karena
seringkali mereka belum melakukan pernikahan secara resmi karena
terbentur biaya, walaupun sudah hidup bersama layaknya suami istr
bahkan sudah memiliki anak dari hubungan mereka tersebut.
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SURAT KETERANGAN ,
Nomor : 4“’0 / 13- @lS&UE@BP £

Berdasarkan surat Pembentahuan dari Kantor kesbang Linmas Nomor:
070/582-Tanggal 17 Nopember 2008 dengan ini beritahuakan bahwa :

Nama : Rr. Endang Wahyuningsih, SH
Nirm Nrp : 0706176965
Jurusan/Fakultas  : Hukum Universitas Indonesia

Telah melaksanakan Penelitian dan wawancara pade Bidang Pencatatan
Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dari tanggal 17
Nopember s/d 17 Desember 2008.
Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat di pergunakan sebagai mana

mestinva,

Depok, 25 Juni 2002

Nip. 195709261980031004
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